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Ringkasan Eksekutif

It is therefore with
great hope that I
declare COVID-19
over as a global
health emergency.
However, that
does not mean
COVID-19 is over
as a global health
threat.

Tedros A. Ghebreyesus
5 Mei 2023

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah
Indonesia selama tiga tahun untuk menanggulangi
pandemi COVID-19, salah satunya melalui vaksinasi
COVID-19. Dua program vaksinasi COVID-19
digulirkan, yakni Vaksinasi Program yang melibatkan
pemerintah pusat dan daerah serta Vaksinasi
Gotong Royong yang melibatkan badan hukum/
usaha.

Tahun 2023 adalah tahun yang monumental.
Skenario perubahan struktur anggaran kesehatan
hingga pergeseran tanggung jawab pengadaan
vaksin dan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 telah
diputuskan. Penurunan transmisi dan kematian
akibat infeksi COVID-19 secara nasional mendorong
Presiden Joko Widodo mencabut status pandemi
COVID-19 di Indonesia pada 21 Juni 2023,

mengikuti namun berbeda dari keputusan yang
telah diambil oleh World Health Organization
(WHO) sebulan sebelumnya yang hanya mengakhiri
status kedaruratan COVID-19.

Hingga kini empat provinsi di Indonesia masih
memiliki cakupan vaksinasi COVID-19 di bawah
50%, begitu pula masyarakat adat dan kelompok
rentan masih menemui hambatan substansial di
lapangan dalam mengakses vaksin COVID-19.
Menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah
Indonesia untuk memastikan akses vaksinasi
COVID-19 yang setara terhadap kelompok rentan,
rekomendasi yang digencarkan oleh WHO pasca
mencabut status kedaruratan pandemi COVID-19.

Menghadapi situasi tersebut, CISDI menyadari
perlunya melakukan kajian kebijakan dengan

tujuan utama memetakan situasi dan tantangan
pelaksanaan vaksinasi COVID-19 masyarakat adat
dan kelompok rentan di Indonesia dari berbagai
dimensi kerangka ketahanan sistem kesehatan yang
disesuaikan. Adapun dimensi-dimensi yang dikaji
dalam kajian kebijakan ini meliputi dimensi kebijakan
dan tata kelola, pembiayaan, pelibatan masyarakat
sipil, kolaborasi lintas sektor, permintaan (demand),
penyediaan layanan kesehatan, sumber daya
manusia kesehatan, data dan sistem informasi, serta
distribusi dan logistik.

Kajian kebijakan ini menggunakan pendekatan
kombinasi (mixed methods), yaitu kualitatif dengan
desain studi kasus, sehingga dimungkinkan adanya
eksplorasi yang mendalam melalui wawancara dan
FGD terhadap berbagai dimensi kerangka ketahanan
sistem kesehatan dalam pelaksanaan program
vaksinasi COVID-19 di Indonesia dengan fokus
mengenai akses masyarakat adat dan kelompok
rentan. Kajian kebijakan ini juga dilengkapi dengan
pendekatan kuantitatif dalam pengumpulan data
anggaran dan analisisnya secara deskriptif.
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FGD yang dilaksanakan melibatkan pemerintah
pusat, pemerintah daerah, dan organisasi
masyarakat sipil. Sedangkan pengumpulan data
anggaran dan wawancara mendalam dilakukan
dengan melibatkan enam dinas kesehatan
provinsi dan enam dinas kesehatan kabupaten/
kota di Indonesia pada bulan April hingga Juni
2023. Pemilihan dinas kesehatan yang menjadi
subjek penelitian dilakukan secara purposive
berdasarkan cakupan vaksinasi dosis primer yang
dibagi ke dalam tiga kategori, yakni daerah yang
memiliki cakupan vaksinasi dosis primer lebih dari
70%; 50-70%; dan kurang dari 50%.

Kajian kebijakan ini berkesimpulan bahwa
program vaksinasi COVID-19 di Indonesia belum
cukup inklusif dan afirmatif dalam memastikan
akses yang setara bagi masyarakat adat dan
kelompok rentan. Memastikan desain program
vaksinasi COVID-19 yang lebih inklusif dan
afirmatif masih diperlukan terutama pasca
dicabutnya status kedaruratan pandemi
COVID-19 di Indonesia.

Simpulan tersebut bermuara dari hasil kajian
kebijakan yang memetakan situasi dan tantangan
di berbagai dimensi. Dalam dimensi kebijakan
dan tata kelola, kurangnya kebijakan operasional
dan komprehensif dalam mendefinisikan
kelompok rentan serta tata laksana penjangkauan
vaksinasi COVID-19 terhadap masyarakat adat
dan kelompok rentan menyebabkan masyarakat
adat dan kelompok rentan menghadapi kesulitan
dalam mengakses vaksin COVID-19. Meskipun
ada pendekatan afirmatif di beberapa daerah,
implementasinya tidak selalu baik dan terkadang
hanya mengandalkan inisiatif organisasi
masyarakat sipil (bottom-up).

Dalam dimensi pembiayaan, terlihat bahwa
penganggaran program vaksinasi COVID-19 tidak
menyediakan komponen anggaran khusus untuk
memastikan akses dan penjangkauan masyarakat
adat dan kelompok rentan. Tren penganggaran
program vaksinasi COVID-19 di berbagai daerah
sejalan dengan tren penganggaran penanganan

COVID-19, yaitu mayoritas mengalami penurunan
dari tahun 2021 ke tahun 2022. Anggaran vaksinasi
COVID-19 di tahun 2023 pun sudah tidak disediakan
secara khusus, tetapi dilebur dengan upaya vaksinasi
lainnya. Realisasi anggaran program penanganan
pandemi COVID-19 di tingkat provinsi, terutama
pada tahun 2021, cukup lambat akibat hambatan
administrasi dan birokrasi, serta proses penyesuaian
data penerima bantuan.

Salah satu kendala utama program vaksinasi
COVID-19 adalah terkait distribusi vaksin dari
provinsi hingga fasyankes. Tidak semua daerah
memiliki anggaran distribusi vaksin COVID-19 yang
akhirnya distribusi vaksin dilakukan bersamaan
dengan obat-obatan dan bahan medis dan habis
pakai lainnya. Hal ini menyebabkan keterlambatan
pelaksanaan vaksinasi di masyarakat, juga
kadaluarsanya vaksin. Ketersediaan, besaran, dan
keterlambatan insentif untuk tim vaksinator pun
menjadi isu di beberapa daerah.

Sedangkan dalam dimensi pelibatan masyarakat sipil
dan koordinasi lintas sektor, didapatkan gambaran
bahwa kolaborasi lintas sektor dan pelibatan yang
bermakna organisasi masyarakat sipil dan kelompok
rentan sering kali hanya pada tahapan implementasi.
Sementara di beberapa kasus masih terhambat
dengan tantangan birokrasi dan administrasi, serta
kemauan dari pemangku kebijakan.

Jika ditinjau dari dimensi permintaan (demand),
keraguan terhadap vaksin COVID-19 masih menjadi
permasalahan di kalangan masyarakat adat dan
kelompok rentan. Masalah ini disebabkan oleh
adanya misinformasi yang merajalela, rendahnya
upaya membangun kepercayaan dengan kelompok
rentan, serta konteks politik dan sejarah yang

tidak disertai dengan pendekatan afirmatif yang
memperhatikan aspek penerimaan (acceptability)
vaksinasi COVID-19.

Selanjutnya, dalam dimensi penyediaan layanan
kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan,
terlihat bahwa kegiatan percepatan vaksinasi di
beberapa daerah cenderung reaktif, sehingga
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tidak ada petunjuk teknis yang secara khusus dan
berkelanjutan dalam menjangkau masyarakat

adat dan kelompok rentan. Terutama di daerah
dengan letak geografis yang terpencil, dibutuhkan
tindakan afirmatif dan anggaran untuk melakukan
penjangkauan karena fasilitas publik yg belum
aksesibel. Selain itu, kapasitas internet dan akses ke
ponsel pintar yang terbatas membuat beban kerja
vaksinator menjadi bertambah dengan memasukkan
data ganda (online dan manual).

Kemudian, dimensi data dan sistem informasi
menemukan bahwa tidak ada data terpilah terkait
sasaran dan capaian vaksinasi COVID-19 khusus
untuk masyarakat adat dan kelompok rentan yang
dikarenakan adanya perbedaan definisi kerentanan
antara masing-masing lembaga pemerintahan.
Sistem informasi dan media promosi kesehatan
yang ada juga belum sepenuhnya ramah terhadap
masyarakat adat dan kelompok rentan.

Terakhir, dimensi suplai, distribusi, dan logistik

di daerah terpencil sangat bergantung terhadap
ketersediaan transportasi dan infrastruktur.
Sedangkan, tidak semua daerah memiliki keleluasaan
fiskal untuk memenuhi infrastruktur dasar dan
kebutuhan transportasi.

Cara pikir yang mengedepankan kebijakan dan
pemrograman vaksinasi COVID-19 berorientasi
HAM dibutuhkan untuk memastikan akses vaksinasi
COVID-19 yang setara terhadap masyarakat adat
dan kelompok rentan, terutama memasuki tahun
2023 dengan segala perubahan yang terjadi

akibat pencabutan status kedaruratan pandemi
COVID-19. Masyarakat adat dan kelompok rentan
perlu dipandang sebagai sekelompok pemegang
hak (rights holder) yang membutuhkan upaya
afirmatif. Perbaikan yang dilakukan baik pemerintah
pusat maupun daerah dalam dimensi kebijakan dan
tata kelola, pembiayaan, kolaborasi lintas sektor,
pelibatan masyarakat sipil, permintaan, penyediaan
layanan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan,
serta distribusi dan logistik akan menjadi kunci
dalam mencapai tujuan pemerataan akses vaksinasi
COVID-19 di Indonesia.
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Situasi Global

Saat ini dunia sudah memasuki tahun ketiga
pandemi COVID-19, krisis kesehatan global

yang terus menyebabkan hilangnya nyawa serta
timbulnya disrupsi sosial dan ekonomi. Di tingkat
global, COVID-19 telah meregang enam juta jiwa
manusia dan International Monetary Fund (IMF)
memproyeksikan kerugian keluaran ekonomi
kumulatif dari pandemi hingga tahun 2024 menjadi
sekitar US$13,8 triliun (Agarwal et al,, 2022).

Secara global, terdapat tren penurunan transmisi
dan kematian akibat infeksi COVID-19 yang menjadi
dasar bagi World Health Organization (WHO) untuk
mencabut status pandemi COVID-19 sebagai
Public Health Emergency of International Concern
(PHEIC); kedaruratan kesehatan masyarakat yang
menjadi perhatian internasional) pada 5 Mei 2023.
Meskipun begitu, COVID-19 masih dianggap
sebagai permasalahan kesehatan yang berkelanjutan
dan WHO merekomendasikan untuk tetap
mempertahankan upaya meningkatkan cakupan
vaksinasi COVID-19 bagi semua orang dalam
kelompok prioritas tinggi.

Sejarah memberikan pembelajaran bahwa vaksin
memainkan peran penting dalam pertarungan
global melawan penyakit menular. Pengembangan
vaksin COVID-19 yang terbilang cukup cepat telah
memberikan harapan bagi pemulihan kesehatan
global. Kendati demikian, ketimpangan akses vaksin
di tingkat global masih dirasa sampai saat ini. Hingga
11 Juli 2023, hanya 67,73% dan 33,8% populasi di
negara-negara berpendapatan rendah-menengah
dan rendah yang telah divaksinasi setidaknya satu
dosis, berbanding jauh dengan negara-negara
berpendapatan tinggi dan tinggi-menengah yang
berada di angka 80,27% dan 80,77% (WHO Vaccine
Dashboard, 2023).

Rendahnya porsi vaksin yang diterima oleh negara-
negara berpenghasilan rendah dan rendah-
menengah hingga saat ini masih diakibatkan oleh:

(1) keterbatasan pengetahuan dan teknologi

di negara-negara berpendapatan rendah dan
rendah-menengah untuk memproduksi vaksin;

(2) keengganan negara-negara berpendapatan
tinggi untuk menanggalkan paten dan berbagi
pengetahuan serta teknologi produksi vaksin
(Udayakumar et al., 2022); dan (3) praktik yang
dilakukan oleh banyak negara berpenghasilan tinggi
dan tinggi-menengah untuk melakukan pembelian
vaksin lebih awal (Gill dan Ruta, 2022). Akibatnya,
negara-negara berpendapatan rendah dan rendah-
menengah membutuhkan dukungan eksternal
signifikan karena keterbatasan fiskal (Klingebiel

dan Izmestiev, 2020). Selain itu, negara-negara
tersebut terpaksa menganggarkan sejumlah besar
porsi anggaran kesehatan mereka untuk pengadaan
vaksin dan berisiko terjebak sehingga terus
bergantung terhadap pembiayaan luar negeri.

Berdasarkan estimasi WHO dan Bank Dunia,
setidaknya dibutuhkan tambahan US$10,5 miliar per
tahun untuk menutup ketimpangan pencegahan,
kesiapsiagaan, dan respons pandemi. Sebesar
USS$1,8 miliar dari jumlah total yang dibutuhkan
tersebut diperlukan untuk memastikan akses pada
alat kesehatan, obat, atau vaksin yang adil (WHO
dan Bank Dunia, 2022).

Pembentukan sejumlah inisiatif kesehatan

global telah menciptakan momentum untuk
pembiayaan pencegahan, kesiapsiagaan, dan
respons pandemi global, termasuk produksi dan
pemerataan vaksin COVID-19. Namun, kegagalan
COVID-19 Vaccines Global Access (COVAX)

dalam mempercepat pemerataan vaksin dan
rendahnya besaran komitmen kontribusi pada
Pandemic Fund tidak mampu berbuat banyak
untuk mengatasi ketimpangan akses vaksin global,
sehingga memberikan kesan bahwa negara-negara
berpenghasilan rendah dan rendah-menengah akan
tetap tertinggal dalam rancangan pemulihan global
(Puyvallée & Storeng, 2022; Vogel, 2022) .
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Situasi Nasional

Pada tingkat nasional, perubahan skenario provinsi diantaranya, yakni Sulawesi Barat, Maluku,
anggaran sulit dihindari. Kementerian Keuangan Papua Barat, dan Papua masih memiliki cakupan
RI (2023) melalui Informasi Anggaran Pendapatan vaksinasi dosis primer di bawah 50%, bahkan
dan Belanja Negara (APBN) 2023 menyebutkan Provinsi Papua sendiri berada di angka 23,83%,
bahwa seiring kasus COVID-19 yang semakin jauh tertinggal dari rata-rata nasional yang berada
terkendali, Pemerintah melakukan penyesuaian di angka 74,54% (Dasbor Vaksinasi COVID-19
anggaran dengan alokasi sebesar Rp.178,7 triliun Kemenkes RI, 2023).
untuk anggaran kesehatan reguler, artinya tidak
ada lagi anggaran khusus penanganan COVID-19. Berdasarkan kelompok sasaran, cakupan vaksinasi
Angka kesehatan keseluruhan turun 16,1% jika primer kelompok lansia sedikit berada di bawah
dibandingkan dengan anggaran kesehatan pada rata-rata nasional, yakni 70,33%. Sementara untuk
tahun 2022, yakni sebesar Rp212,9 triliun. masyarakat adat dan kelompok rentan lainnya,
data vaksinasinya masih dikelompokkan bersama
Pada 21 Juni 2023, Presiden Joko Widodo kelompok masyarakat umum, dengan cakupan
mencabut status kedaruratan pandemi COVID-19. vaksinasi primer sebesar 70,49% (Dasbor Vaksinasi
Artinya, perawatan dan vaksin COVID-19 tidak COVID-19 Kemenkes RI, 2023).
akan lagi ditanggung oleh Pemerintah Pusat. Sejak
dicabutnya status kedaruratan pandemi COVID-19, Pada segi perencanaan dan target cakupan
ketimpangan cakupan vaksinasi masih terjadi di vaksinasi, tidak ada definisi operasional yang
Indonesia. Setidaknya ada 18 provinsi yang belum jelas secara terpisah dari setiap jenis kerentanan,
memenuhi target 70% vaksinasi dosis primer, empat dan tidak ada petunjuk penjangkauan vaksinasi
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masyarakat adat dan kelompok rentan. Padahal,
masyarakat adat dan kelompok rentan mengalami
dampak pandemi COVID-19 yang paling
signifikan. Hingga saat ini, jaminan suplai vaksin
dan pembiayaan dalam melakukan pendekatan
afirmatif bagi masyarakat adat dan kelompok
rentan masih sangat minimum. Ketimpangan ini
membuat masyarakat adat dan kelompok rentan
kesulitan dalam mengakses vaksinasi COVID-19.
Padahal, pemerataan akses vaksin yang mampu
menjangkau kelompok rentan menjadi penting
untuk memastikan pemulihan nasional yang inklusif
dan menyeluruh.

D
Tujuan

Kajian kebijakan ini bertujuan untuk:

©® Memetakan situasi dan tantangan
pelaksanaan vaksinasi kelompok rentan di
Indonesia, termasuk dari segi pembiayaan;

® Membantu Pemerintah dalam
mengidentifikasi sub-populasi kelompok
rentan dalam konteks kedaruratan kesehatan
di Indonesia; dan

® Merumuskan rekomendasi kebijakan dalam
mendorong tata kelola, pembiayaan, dan
pelaksanaan program vaksinasi COVID-19
yang ramah terhadap kelompok rentan.
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Penelitian ini menggunakan
pendekatan kombinasi
(mixed methods), yaitu
kualitatif dengan desain
studi kasus sehingga
dimungkinkan adanya
eksplorasi yang mendalam
terhadap berbagai dimensi
kerangka ketahanan sistem
kesehatan (health system
resilience framework)
pelaksanaan program
vaksinasi COVID-19

pada masyarakat adat

dan kelompok rentan di
Indonesia; dilengkapi dengan
pendekatan kuantitatif
dalam pengumpulan data
anggaran dan analisisnya
secara deskriptif. Kajian ini
mengumpulkan data primer
melalui proses wawancara
dan Focus Group Discussion
(FGD) melalui aplikasi zoom
dengan menggunakan
panduan wawancara semi
terstruktur, juga data
sekunder terkait anggaran
vaksin COVID-19 di level
dinas kesehatan provinsi
maupun kabupaten/kota.
Metode pengumpulan data
yang digunakan dalam
penelitian adalah metode
telaah dokumen, wawancara
mendalam dan FGD. Waktu
pengambilan data pada
penelitian ini dilaksanakan
mulai bulan Maret hingga
Juni 2023. Tahapan dimulai
dari pengambilan data
sekunder dan wawancara
mendalam pada dinas
kesehatan provinsi dan
kabupaten/kota, kemudian
terakhir dengan FGD.

»\
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Kerangka Konsep
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Kerangka konsep utama dan penelitian ini memodifikasi kerangka
ketahanan sistem kesehatan yang memiliki enam dimensi besar, yaitu:

Governance and Financing

Dimensi ini terkait keputusan pemerintah yang berpengaruh terhadap
infrastruktur kesehatan, peraturan/pedoman, akses terhadap
pengobatan dan perawatan, penyediaan jaminan kesehatan, dan
pembiayaan.

Community Engagement

Kerangka ketahanan sistem kesehatan menjadikan dimensi pelibatan
masyarakat sebagai inti dari ketahanan sistem kesehatan. Untuk dapat
melayani masyarakat secara adil, maka ketahanan sistem kesehatan
harus dikembangkan bersama masyarakat dan disesuaikan dengan
kebutuhan masyarakat. Tidak akan ada ketahanan sistem kesehatan
tanpa pelibatan masyarakat di berbagai bidang atau dimensi yang lain.

Health Service Delivery

Pada dimensi ini mengkaji berbagai upaya yang telah dilakukan untuk
tetap dapat memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat di
tengah situasi pandemi COVID-19, seperti upaya membangun fasilitas
pelayanan baru, memanfaatkan fasilitas umum sebagai tempat
pelayanan, dll.
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Health Workforce

Dimensi ini terkait kecukupan tenaga kesehatan
dalam memberikan pelayanan pada masa krisis.
Untuk dapat mencapai ketahanan sistem kesehatan,
dibutuhkan tidak hanya dibutuhkan tenaga kesehatan
yang cukup dan merata dari segi jumlah, namun juga
dibutuhkan tenaga kesehatan yang terlatih.

Medical Product, and Technologies

Dimensi ini terkait dengan aspek ketersediaan logistik
dan dukungan teknologi dalam pelayanan kesehatan.
Untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan yang
optimal, ketersediaan logistik yang didalamnya juga
mencakup distribusi dan penjaminan mutu produk
kesehatan sangat penting untuk diperhatikan. Adanya
dukungan teknologi dalam pemberian layanan juga
menjadi unsur penting untuk memastikan masyarakat
mendapatkan akses pelayanan.

Public Health Function

Dimensi ini terkait koordinasi dan integrasi antara
sistem layanan kesehatan dengan sistem kesehatan
masyarakat. Meliputi fungsi promosi kesehatan di
masyarakat, hingga aspek sistem informasi dan
pendataan (Haldane et al., 2021).

ity and oy
\an eau! tcc,,77
we? es

Governance
and financing

Health service Health
delivery Community workforce
engagement

Public health Medical products
functions and technologies

Gambar 2.1. Health System Resilience Framework

Sedangkan khusus terkait aspek pembiayaan,
penelitian ini menggunakan kerangka konsep yang
bersumber dari kerangka teori WHO System of
Health Accounts (SHA) (2011) berikut:

Characteristics of beneficiaries
(Diseases, age, gender, income, etc.)

Consumer health interface

Functions

ICHA-HP

SHA
Core
) . accounting
Revemée of ﬁlr&agzlr;g framework Gross capital formation
scheme -
. : schemes _ actors of provision -
Financing agents ICHA-FA |ICHA-HF P External trade

Gambar 2.2. System of Health Accounts (SHA) Framework
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Kerangka teori SHA menggambarkan secara
sistematis aliran pembiayaan yang terkait dengan
pelayanan kesehatan. Tujuan dari SHA adalah untuk
menggambarkan sistem pelayanan kesehatan dari
perspektif belanja kesehatan pada lingkup nasional
maupun internasional (WHO, 2011).

Implementasi kebijakan desentralisasi di Indonesia
mendorong adanya kebutuhan bagi pemangku
kebijakan untuk dapat mengawasi pelaksanaan
pembiayaan kesehatan pemerintah daerah (provinsi
dan kabupaten/kota). Oleh karena itu, dilakukan
penyusunan District Health Accounts (DHA)
sebagai proses penelusuran belanja kesehatan
secara komprehensif di wilayah kabupaten/kota
dan penyusunan Provincial Health Accounts Parsial
(PHAP) untuk menelusuri belanja kesehatan di
wilayah provinsi yang tidak tercatat pada DHA.
Penyusunan PHA dan DHA tersebut bertujuan
untuk memperoleh data secara rinci terkait dengan
belanja kesehatan dari berbagai sumber dana serta

"-:_..:.__-...

B L L R

pemanfaatan belanja menurut penyedia layanan,
fungsi layanan, dan skema pembiayaan.

Secara metodologi, analisis belanja kesehatan
untuk penyusunan PHA dan DHA pada dasarnya
mengadopsi dimensi-dimensi dalam System

of Health Accounts (SHA)-11 yang kemudian
disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah daerah
dalam melakukan analisis belanja kesehatan
melalui penambahan dimensi lainnya (Kemenkes
— USAID, 2021). Dalam penelitian ini dimensi yang
akan digali adalah dimensi sumber biaya, pengelola
anggaran, dan mata anggaran. Dimensi sumber
biaya meliputi asal anggaran tersebut berasal,
apakah dari APBN, APBD, atau sumber biaya yang
lain. Dimensi pengelola anggaran terkait dengan
siapa saja yang terlibat untuk mengelola anggaran
tersebut, apakah internal atau ada keterlibatan
pihak luar. Sedangkan dimensi mata anggaran
terkait dengan komponen apa saja yang ada di
dalam penganggaran program.
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Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh
dari beberapa sumber, yaitu sebagai berikut:

© Data Sekunder
Penelitian ini diawali dengan melakukan desk
review melalui dokumen kebijakan, jurnal,
dan artikel berita. Sumber data sekunder
dalam penelitian ini adalah sumber berbahasa
Inggris atau Indonesia yang yang tersedia di
internet, dan data anggaran di tingkat dinas
kesehatan provinsi dan kabupaten/kota terkait
pembiayaan program vaksinasi COVID-19,
serta berbagai dokumen dan sumber data yang
terkait dengan penelitian ini. Data sekunder
pembiayaan dan anggaran merupakan sumber
analisis data secara kuantitatif.

© Data Primer
Data primer dalam penelitian ini diperoleh
melalui wawancara mendalam (in-depth
interview) menggunakan pedoman wawancara
kepada informan serta FGD. Informan
penelitian dipilih berdasarkan prosedur
purposivel, yaitu menentukan kelompok
peserta yang menjadi informan sesuai dengan
kriteria terpilih yang relevan dengan masalah
yang diteliti. Informan wawancara mendalam
adalah staf dinas kesehatan provinsi dan dinas
kesehatan kabupaten/kota. Informan FGD
dalam penelitian ini terdiri dari perwakilan
kementerian dan lembaga, perwakilan dinas
kesehatan, perwakilan organisasi masyarakat
sipil, serta perwakilan dari media. Untuk lebih
jelasnya sampling informan ada di bagian
bawah ini.

® Sampling
Untuk data primer melalui wawancara dan
FGD, penelitian ini mengumpulkan data
melalui dinas kesehatan provinsi dan dinas
kesehatan kabupaten/kota di Indonesia.

Daftar dinas kesehatan yang menjadi subjek
penelitian tercantum pada lampiran 1.
Pemilihan dinas kesehatan yang menjadi
subjek penelitian berdasarkan dari cakupan
vaksinasi dosis primer yang dibagi ke dalam
tiga kategori, yakni: (i) daerah yang memiliki
cakupan vaksinasi dosis primer lebih dari 70%;
(ii) 50-70%; dan (iii) kurang dari 50%.
Pemilihan informan dilakukan secara
purposive untuk memilih perwakilan dari
masing-masing kategori dinas kesehatan
provinsi dan dinas kesehatan kabupaten/ kota
di Indonesia.

Kriteria inklusi informan dalam penelitian ini adalah:

@ Petugas dari dinas kesehatan yang terpilih telah
bekerja selama minimal enam bulan.

® Diutamakan petugas dari bagian keuangan/
perencanaan atau bagian pencegahan dan
pengendalian penyakit (P2P).

O Memiliki pengetahuan terkait pembiayaan dan
pelayanan program vaksinasi COVID-19.

Sedangkan kriteria eksklusi dalam penelitian ini
adalah informan yang tidak bersedia direkam selama
proses wawancara mendalam.

Ver

* Kunci dasar penggunaan prosedur ini adalah penguasaan informasi dari informan serta subjek penelitian dianggap mengetahui benar

fenomena yang menjadi objek penelitian sehingga dapat membantu penulis dalam menggali informasi dan data yang dibutuhkan.
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D
Analisis

Penelitian ini menggunakan analisis tematik dengan

variabel atau dimensi yang bersumber dari kerangka h
ketahanan sistem kesehatan dan System of Health \
Account seperti yang sudah dijelaskan pada bagian

kerangka konsep yang dimodifikasi sesuai kebutuhan

kajian ini.

Adapun tahapan analisis data pada penelitian ini adalah
sebagai berikut:

@ Penyusunan catatan (transkip) hasil wawancara
mendalam dan FGD kedalam bentuk teks.

@ Dilakukan noting quality, yaitu meninjau data dan
mengidentifikasi tema-tema yang muncul dari
hasil transkrip serta mengembangkan penjelasan-
penjelasan.

© Melakukan ekstraksi transkrip ke dalam matriks excel
sesuai dimensi/variabel penelitian dan pemberian
kode informan.

O Uji validitas data pada penelitian ini menggunakan
triangulasi. Triangulasi dilakukan untuk melihat
gejala dari berbagai sudut dan melakukan
pengujian temuan dengan berbagai sumber
informasi dan teknik. Triangulasi dalam penelitian ini
dengan triangulasi sumber yaitu dengan melibatkan
informan dari perwakilan kementerian dan lembaga,
perwakilan dinas kesehatan, perwakilan organisasi
masyarakat, serta perwakilan dari media, serta dari
data primer ditriangulasi dengan data sekunder
untuk mendukung, mengonfirmasi, maupun
memperkaya data primer.

Analisis data kuantitatif menggunakan pendekatan
deskriptif berdasarkan data sekunder pembiayaan
yang telah dikumpulkan di tingkat pusat, provinsi, dan
kabupaten/kota. Data dianalisis dengan melihat tren
pembiayaan, proporsi, frekuensi, dan juga komposisi
anggaran maupun realisasi pembiayaan.
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Vaksinasi COVID-19 bagi Masyarakat
Adat dan Kelompok Rentan

Pandemi COVID-19 tidak diantisipasi sebelumnya.
Oleh karenanya, terdapat kelompok- kelompok
yang paling terdampak di berbagai negara
dengan beragam tingkatan ekonomi (Perry et al.,
2021; Barron et al,, 2021; Narayan et al,, 2022).
Kelompok-kelompok yang paling terdampak
tersebut secara umum disebut sebagai kelompok
rentan. Tidak ada konsensus mengenai definisi
kelompok rentan dalam konteks pandemi. Meski
begitu, terdapat benang merah dari berbagai definisi
kelompok rentan yang berusaha didefinisikan
oleh berbagai jurnal dan laporan. Dalam berbagai
jurnal dan laporan berbahasa Inggris yang kami
temui, sejumlah terminologi digunakan, antara
lain vulnerable groups/people, disadvantaged
populations, hingga at-risk populations.

Pada tahun pertama COVID-19 merebak sebagai
pandemi, United Nations (UN) Framework for
the Immediate Socio-economic Response to
COVID-19 (2020) menggunakan terminologi
vulnerable people dan at-risk populations secara
bergantian untuk merujuk kelompok yang sama,
yakni mereka yang menghadapi marginalisasi
sosial ekonomi tertinggi selama pandemi dan
membutuhkan perhatian khusus.

Sedangkan Persad, et al (2020) menggunakan
terminologi disadvantaged populations dan
mendefinisikannya sebagai kelompok yang
termarginalkan secara sosial dan ekonomi serta
menghadapi peningkatan risiko kematian akibat
infeksi COVID-19 dan kerentanan medis.

Secara lebih komprehensif, Barron, et al (2021)
mendefinisikan people living in vulnerable
conditions sebagai kelompok yang secara sistemik
tidak terlinat dan/atau menghadapi pengucilan dan

diskriminasi yang membuat mereka mendapatkan
akses yang tidak cukup terhadap pelayanan
publik dan dalam konteks pandemi, mereka
adalah yang terdampak secara substansial oleh
ketimpangan yang ditimbulkan oleh pandemi.

Sedangkan menurut Aliansi Masyarakat Adat
Nusantara (2021) Masyarakat Adat adalah
kelompok masyarakat yang memiliki sejarah
asal-usul dan menempati wilayah adat secara
turun-temurun. Masyarakat Adat memiliki
kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam,
kehidupan sosial-budaya yang diatur oleh hukum
adat, dan lembaga adat yang mempertahankan
keberlanjutan kehidupan Masyarakat Adat sebagai
komunitas adat.

Sebagai badan kesehatan dunia, WHO (2021)
merilis panduan dengan judul Actions for
consideration in the care and protection of
vulnerable populations from COVID-19 dan
berusaha mendefinisikan vulnerable populations
sebagai kelompok yang menghadapi berbagai
hambatan, antara lain status kesehatan awal
yang buruk, literasi kesehatan yang rendah,

dan rendahnya akses terhadap pelayanan
kesehatan publik yang membuat mereka berisiko
lebih tinggi terhadap infeksi COVID-19 dan/
atau tingkat keparahan penyakit akibat infeksi
COVID-19.

Dalam konteks spesifik vaksinasi, sebenarnya
WHO pada tahun 2020 telah merilis rekomendasi
peta jalan vaksinasi yang terus diperbaharui,
dengan dokumen terbaru dirilis pada 30 Maret
2023. Peta jalan vaksinasi tersebut memberikan
rekomendasi pelaksanaan program vaksinasi
berdasarkan kelompok prioritas.
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Tabel 3.1. Kelompok Prioritas Program Vaksinasi Berdasarkan
Peta Jalan Vaksinasi WHO

Kelompok Prioritas

Sub-populasi

Dewasa muda dengan penyakit penyerta dan/atau penderita obesitas

Anak-anak dan remaja dengan penyakit penyerta dan/atau penderita obesitas

Tinggi 1. Lansia, dengan dan tanpa penyakit penyerta
2. Tenaga kesehatan
3. Individu dengan gangguan imunitas sedang-berat
4.
5. Perempuan dewasa/remaja yang hamil
Sedang 1.  Dewasa muda yang sehat
Rendah Anak-anak dan remaja yang sehat

Sumber: WHO SAGE roadmap on uses of COVID-19 vaccines in the context of OMICRON and
substantial population immunity (2023)

Tabel di atas dapat menjadi panduan dasar bagi
setiap negara untuk pelaksanaan program vaksinasi
COVID-19, terutama dalam konteks meningkatkan
imunitas populasi secara umum. Namun begitu,
tabel tersebut dapat disesuaikan dengan konteks
negara masing-masing, misalnya di Indonesia
dengan masih adanya kelompok-kelompok yang
menemui hambatan dalam mengakses vaksin
COVID-19. Peta jalan vaksinasi WHO mengakui hal
tersebut, sehingga menuntut setiap negara untuk
mempertimbangkan aspek kerentanan dalam
pelaksanaan program vaksinasi dan menyerahkan
sepenuhnya kepada negara untuk menerjemahkan
definisi operasional kelompok rentan.

Benang merah dari definisi kelompok rentan
dengan segala terminologi yang dipakai di
berbagai literatur yang kami baca adalah
bahwa kelompok rentan merupakan kelompok
yang menemui hambatan substansial di
lapangan, baik itu pengucilan atau diskriminasi
sistemik, literasi kesehatan yang rendah,
status kesehatan awal yang buruk, rendahnya
akses terhadap pelayanan kesehatan publik,
dan hambatan substansial lainnya yang
berkontribusi terhadap peningkatan risiko
infeksi COVID-19 dan/atau tingkat keparahan
penyakit akibat infeksi COVID-19, sehingga
membutuhkan perhatian khusus.

Tabel 3.2. Variabel yang Menentukan Kerentanan Kelompok

Kelompok Rentan

Variabel

Independen dan perilaku, finansial, dan lainnya
Variabel

Dependen akibat infeksi COVID-19

Hambatan substansial, dapat berupa hambatan klinis, administratif, infrastruktur, sosial

Peningkatan risiko infeksi COVID-19, tingkat keparahan penyakit, dan/atau kematian
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Berdasarkan konteks dan kebutuhan spesifik
Indonesia, CISDI dan Pusat Kajian dan Advokasi
Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak (PUSKAPA)

Ul (2021) telah mencoba mengembangkan
setidaknya tujuh indikator kerentanan yang dapat
menjadi pijakan para pemangku kebijakan untuk
menemukenali sub-populasi kelompok rentan dalam
konteks pandemi COVID-19, sebagai berikut:

@ Individu tanpa akses terhadap pelayanan
kesehatan yang memadai dan mumpuni,
termasuk asuransi kesehatan.

® Individu dengan status sosial-ekonomi rendah:
penghasilan, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan
(harian, lepas, atau informal).

©® Individu dengan penyakit penyerta, terutama
yang terbukti sebagai pemberat, seperti diabetes,
hipertensi, gagal ginjal kronis, penyakit jantung,
dan gangguan pernapasan.

O Kelompok demografi dengan relasi kuasa rendah
seperti lansia, anak, dan perempuan.

© Individu yang mengalami ketersisihan sosial
berdasarkan agama/kepercayaan, disabilitas,
etnis/suku, gender/seksualitas, status HIV-AIDS
(Human Immunodeficiency Virus-Acquired
Immunodeficiency Syndrome, serta status
kewarganegaraan.

O Individu di wilayah 3T (tertinggal, terpencil,
terluar).

@ Individu yang tidak mampu melaksanakan praktik
5M, termasuk tanpa akses ke air bersih dan
sanitasi yang memadai serta padat penduduk,
tinggal di hunian yang sempit atau institusi sosial
dengan ruang privat yang terbatas (contoh:
penghuni lapas, pencari suaka/pengungsi).

Berdasarkan kajian yang dilakukan, secara spesifik
berikut teridentifikasi sub-populasi kelompok rentan
yang perlu menjadi prioritas dalam program vaksinasi
COVID-19 di Indonesia:

Individu tanpa kartu identitas atau kartu
tanda penduduk (KTP).

Individu tanpa JKN (Jaminan Kesehatan
Nasional)/asuransi kesehatan lainnya.
Individu dengan tingkat pendidikan rendah
dan tanpa akses informasi kesehatan yang
memadai.

Pekerja harian, lepas, atau informal dengan
penghasilan rendah.

Lansia.

Ibu hamil.

Penderita penyakit penyerta yang

terbukti sebagai pemberat infeksi

penyakit menular, misalnya penderita
obesitas, hipertensi, diabetes, gagal ginjal
kronis, penyakit jantung, dan gangguan
pernapasan.

Penganut agama/kepercayaan yang
dianggap menyimpang.

Disabilitas (fisik, mental, sensorik, dan
intelektual).

Individu dengan identitas gender dan/
atau orientasi seksual marjinal, seperti
transpuan.

Orang dengan HIV (ODHIV)/AIDS
Masyarakat adat.

Individu lainnya yang tinggal di wilayah 3T
tanpa akses ke pelayanan kesehatan yang
mumpuni dan memadai.

Penghuni lapas.

Pengungsi dan pencari suaka.

Individu tanpa akses air bersih dan sanitasi
yang memadai.

Individu yang tinggal di hunian atau
institusi sosial sempit dan tanpa ruang
privat yang memadai, misalnya mess
karyawan industri/pertambangan,
pesantren, dll.

Individu yang tinggal di wilayah terdampak
konflik bersenjata, misalnya di Papua.
Individu yang tinggal di wilayah terdampak
konflik sosial/agraria, misalnya mereka
yang tinggal di tenda/sentra pengungsian
akibat tidak diterima oleh masyarakat
setempat mengingat identitas marjinal
mereka.
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Adapun penjelasan terperinci terkait kerentanan
yang dialami, hambatan spesifik yang dihadapi
masing-masing kelompok rentan dapat ditemukan
di lampiran 2.

Secara saintifik, belum diketahui proporsi
populasi yang harus divaksinasi COVID-19 untuk
mulai membentuk kekebalan kelompok (WHO,
2020). WHO melalui berbagai rekomendasi peta

jalan vaksinasi yang dirilis sepanjang tahun
2020-2023 memberikan rekomendasi fokus
vaksinasi COVID-19 terhadap kelompok dengan
risiko infeksi/kematian yang tinggi. Sehingga,
mengedepankan akses vaksin COVID-19 yang adil
terhadap masyarakat adat dan kelompok rentan
sudah seharusnya menjadi prioritas daripada
menekankan cakupan vaksinasi COVID-19 yang
hanya fokus terhadap kuantitas.
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D
Vaksin sebagai Public Goods

Ketimpangan akses vaksin, baik di tingkat global
dan nasional yang diakibatkan oleh oligopoli

dan perang paten perusahaan farmasi besar

serta negara-negara berpenghasilan tinggi

dan ketidakmampuan banyak negara dalam
membangun strategi penjangkauan yang sensitif
terhadap kelompok rentan menggambarkan
situasi di mana vaksin belum dianggap sebagai
barang publik. Padahal, WHO (2022) menekankan
betapa pentingnya meredefinisi vaksin sebagai
barang publik dengan tujuan agar vaksin dapat
berkontribusi secara signifikan untuk perlindungan
dan peningkatan kesehatan manusia yang adil di
antara semua orang.

Terdapat dua prinsip utama dari barang publik,
yakni tidak adanya persaingan (non-rivalrous)
dan tidak dapat dikecualikan (non-excludable).
Prinsip tidak adanya persaingan bermaksud bahwa
individu dapat mengonsumsi barang publik tanpa
mengurangi jumlah ketersediaan barang publik
tersebut untuk individu lain. Sedangkan prinsip
tidak dapat dikecualikan bermakna bahwa barang
publik yang disediakan atau diproduksi tidak
boleh mencegah orang lain yang tidak memiliki
akses dan/atau kemampuan membayar untuk
mendapatkannya (Peacock, 2022).

Penjaminan akses vaksin sebagai hak dan/atau
barang publik sebetulnya bukanlah hal yang sama
sekali baru. Di tingkat internasional, Indonesia telah
meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-
Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (KIHESB) pada 30
September 2005 melalui Undang - Undang (UU)
No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan
Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan
Budaya. Pasal 12 KIHESB menekankan kewajiban
negara untuk menjamin hak setiap orang untuk
menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas
kesehatan fisik dan mental.

Melalui Komentar Umum KIHESB No. 14, Indonesia
sebagai negara yang meratifikasi KIHESB memiliki
kewajiban untuk mengambil upaya individu dan
kolektif untuk, antara lain, menyediakan teknologi
yang relevan, menggunakan dan meningkatkan
surveilans epidemiologis dan pengumpulan data
secara terpilah, implementasi atau peningkatan
program imunisasi dan strategi pengendalian
penyakit menular lainnya.

Dalam pernyataan tentang akses universal dan
merata terhadap vaksin COVID-19 yang dirilis oleh
Komite Kovenan KIHESB pada 27 November 2020,
vaksin secara jelas didefinisikan sebagai barang
publik yang harus dijamin aksesnya oleh negara
untuk semua orang, termasuk kelompok rentan.

Indonesia telah juga meratifikasi Konvensi Hak-
Hak Penyandang Disabilitas (KHPD) pada tahun
2011 melalui UU No. 19 Tahun 2011 tentang
Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang
Disabilitas. Pasal 25 KHPD menyatakan kewajiban
negara untuk menjamin akses pelayanan kesehatan
bagi penyandang disabilitas yang sensitif terhadap
disabilitas yang mereka sandang.

Perlu ditekankan bahwa kedua instrumen hukum
HAM (Hak Asasi Manusia) internasional yang telah
diratifikasi Indonesia tersebut tidak melimitasi
kewajiban negara dalam menjamin akses kesehatan,
termasuk vaksin, hanya kepada warga negara,
melainkan semua orang yang berada di bawah
yurisdiksi negara tersebut.

Kebijakan vaksinasi berbasis HAM secara khusus
bertujuan untuk mewujudkan hak atas kesehatan.
Pembuatan kebijakan dan pemrograman vaksinasi
harus dipandu oleh standar dan prinsip HAM

yang bertujuan untuk mengembangkan kapasitas
pengemban tanggung jawab (duty-bearer)
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untuk memenuhi kewajiban mereka dan
memberdayakan pemegang hak (rights-holder)
untuk mengklaim hak kesehatan mereka secara
efektif. Komentar Umum No. 14 Kovenan
Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial,
dan Budaya (KIHESB) menjelaskan bahwa empat
elemen: ketersediaan, aksesibilitas, penerimaan
dan kualitas sangat penting untuk penikmatan
hak atas kesehatan, termasuk vaksinasi oleh
semua.

© Ketersediaan (availability):
pelayanan kesehatan masyarakat yang
berfungsi dan fasilitas kesehatan, barang, jasa
dan program dalam jumlah yang cukup.

® Aksesibilitas (accessibility):
non diskriminasi, aksesibilitas fisik,
aksesibilitas ekonomi, dan aksesibilitas
informasi.

© Penerimaan (acceptability):
penghormatan terhadap etika kedokteran
dan sensitif budaya, peka terhadap usia dan
gender.

O Kualitas (quality):
patut secara ilmiah dan medis serta dalam
kualitas yang baik.

Tidak hanya melalui instrumen hukum HAM
internasional, berbagai kebijakan di tingkat
nasional memandatkan negara untuk menjamin
hak atas kesehatan, termasuk akses vaksin, antara
lain (i) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
yang menyatakan bahwa setiap orang berhak
atas kesehatan dan setiap orang mempunyai

hak yang sama dalam memperoleh pelayanan
kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau;
dan (ii) Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun
2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan
Sosial yang mengatur perihal perlindungan
sosial bagi masyarakat dengan kondisi yang
membutuhkan bantuan sosial ekonomi berupa
pelayanan kesehatan, tempat penampungan
sementara, terapi psikososial, dan uang tunai.

Terdapat setidaknya tiga alasan utama mengapa
akses vaksin harus dijamin sebagai barang publik
global.

Pertama, keharusan moral. Akses kolektif terhadap
vaksin berkorelasi dengan kekebalan kelompok
(herd immunity), sehingga menjadi keharusan moral
untuk memastikan bahwa ketimpangan akses vaksin
tidak berlanjut menghambat kekebalan kelompok.
Hal ini selaras dengan pernyataan Sekretaris
Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio
Guterres pada tahun 2021 yang menyebut keadilan
vaksin sebagai tes moral terbesar bagi komunitas
global (United Nations, 2021).

Kedua, risiko kesehatan lintas batas negara jika
ketimpangan akses vaksin terus terjadi. Jika
negara-negara berpenghasilan rendah dan rendah-
menengah gagal dalam mencapai kekebalan
kelompok, maka persebaran dan mutasi virus
dapat menjadi risiko yang konstan, bahkan
berakibat terhadap efektivitas vaksin yang telah
dikembangkan.

Ketiga, keuntungan ekonomi. Berdasarkan estimasi
Oxfam International pada tahun 2020, negara-
negara berpenghasilan tinggi dapat kehilangan
USS$119 miliar per tahun jika negara-negara
berpenghasilan rendah terhambat dalam mengakses
vaksin. Sebaliknya, untuk setiap USS1 yang
dibelanjakan oleh negara-negara berpenghasilan
tinggi untuk memasok vaksin ke negara-

negara berpenghasilan rendah, negara-negara
berpenghasilan tinggi akan mendapatkan kembali
sekitar USS$S4,8 (RAND Corporation, 2020).
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D
Kerangka Kebijakan
Indonesia Untuk Menjamin

AKkses ke Vaksin

Kebijakan strategis yang secara spesifik berbicara
mengenai akses vaksin terhadap kelompok rentan
masih cukup terbatas. UU No. 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan dan PP No. 39 Tahun 2012
tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
telah menjadi dasar dari penjaminan hak atas
kesehatan di Indonesia. Kebijakan pelaksanaan
vaksin belum sepenuhnya berbasis hak karena
tidak melihat masyarakat sebagai individu yang
memiliki seperangkat hak yang harus dijamin
untuk menunjang akses vaksin.

Pemerintah Indonesia menggulirkan program
vaksinasi dalam beberapa tahap dengan tahap
Il yang dimulai sejak April 2021 menargetkan
masyarakat umum dan kelompok rentan dari
aspek geospasial, sosial, dan ekonomi sebagai

sasaran penerima vaksin utama. Peraturan Presiden
(Perpres) No. 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan
Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam

Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19
memberikan mandat kepada Kementerian
Kesehatan (Kemenkes) untuk menetapkan kriteria
sasaran penerima vaksin. Sayangnya, sebagai
produk kebijakan pertama dalam pelaksanaan
vaksinasi COVID-19, Kemenkes melalui Peraturan
Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 10 Tahun
2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam
Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19 dan
Kepmenkes (Keputusan Menteri Kesehatan) No.
HK.01.07/MENKES/4638/2021 tentang Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka
Penanggulangan Pandemi COVID-19 tidak secara
operasional mendefinisikan “kelompok rentan.”
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Permenkes dan kepmenkes hanya menyebutkan
“masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan
ekonomi.”

Meskipun Kemenkes telah mengeluarkan kebijakan
terbaru melalui Permenkes No. 7 Tahun 2023
tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan
Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi
COVID-19, tidak ada perubahan mengenai definisi
kelompok rentan. Dalam permenkes tersebut,
permenkes masih menyebutkan “masyarakat rentan
dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi.”

Komite Ahli untuk Kebijakan Imunisasi WHO
memberikan pekerjaan rumah bagi setiap negara
untuk menerjemahkan secara operasional peta
jalan vaksinasi mereka yang sensitif terhadap
kebutuhan kelompok rentan ke dalam konteks

spesifik negara terkait. Permenkes No. 10 Tahun
2021 pada hakikatnya mencantumkan indikasi
vaksin dari Komite Ahli untuk Kebijakan Imunisasi

WHO sebagai salah satu rujukan penentuan kriteria
penerima vaksin, namun hingga kini Pemerintah
belum berhasil menerjemahkan secara operasional
peta jalan vaksinasi nasional yang sensitif terhadap
kebutuhan kelompok rentan.

Kemenkes pada tahun 2021 sempat mengeluarkan
Surat Edaran (SE) HK.02.02/111/15242/2021 yang
menyatakan masyarakat rentan, termasuk 1)
kelompok penyandang disabilitas, 2) masyarakat
adat, 3) penghuni lembaga pemasyarakatan, 4)
Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), 5)
Pekerja Migran Indonesia Bermasalah (PMIB), dan

6) masyarakat lainnya yang belum memiliki Nomor
Induk Kependudukan (NIK). Melalui Surat Edaran (SE)
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tersebut, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan
untuk menentukan targetnya sendiri dengan
menggunakan metode dan data masing-masing.
Meskipun patut diapresiasi, Indonesia membutuhkan
pembakuan definisi operasional kelompok rentan
yang lebih lengkap melalui regulasi yang lebih

kuat dan diikuti dengan tata laksana penjangkauan
vaksinasi kelompok rentan.

Cukup mengkhawatirkan, alih-alih memperbaiki
kebijakan untuk lebih berbasis hak, Pemerintah
justru mengeluarkan kebijakan dengan ancaman
sanksi administratif melalui Perpres No. 14 Tahun
2021 tentang Perubahan atas Perpres No. 99 Tahun
2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan
Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi
COVID-19. Melalui kebijakan tersebut, setiap orang
yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima

Vaksin COVID-19 yang tidak mengikuti vaksinasi
dapat dikenakan sanksi administratif berupa
penundaan atau penghentian pemberian jaminan/
bantuan sosial, layanan administrasi pemerintahan,
dan/atau denda.

Dalam konteks Indonesia, yang dibutuhkan sekarang
adalah kebijakan dan pelaksanaan vaksinasi yang
berbasis hak. Hal genting yang perlu dipastikan
adalah definisi operasional dari kelompok rentan
dan tata laksana penjangkauannya. Hal tersebut
dikarenakan meskipun suplai vaksin di tingkat
nasional mencukupi (Bisnis, 2023), masih terdapat
sejumlah kelompok yang harus diperhatikan secara
khusus karena mereka masih menemui hambatan
substansial untuk mengakses vaksin, sehingga
meningkatkan risiko infeksi COVID-19 dan/atau
tingkat keparahan penyakit akibat infeksi COVID-19.




Bab

Pembiayaan

Vaksinasi
COVID-19 di
Indonesia
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Vaksin memainkan peran penting dalam
pertarungan melawan penyakit menular, sehingga
keputusan untuk memberikan akses vaksin
COVID-19 secara gratis oleh Pemerintah sudah
tepat, terutama mengingat status pandemi
COVID-19 sebagai kedaruratan kesehatan. Terdapat
dua komponen pembiayaan yang akan dibahas
dalam bagian ini, yakni pengadaan vaksin COVID-19
dan pelaksanaan program vaksinasi COVID-19.

Komponen pengadaan vaksin COVID-19 terdiri dari
sub-komponen penyediaan vaksin COVID-19 serta
peralatan pendukung dan logistik yang diperlukan
dan distribusi vaksin COVID-19 sampai pada titik
serah yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
Pembiayaan berasal dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN) dan Dana Hibah. Selain
dalam bentuk pembiayaan, hibah stok vaksin juga
diterima oleh Indonesia melalui mekanisme kerja
sama bilateral dan multilateral.

Sedangkan pelaksanaan program vaksinasi
COVID-19 memiliki sub-komponen yang berbeda-

Pihak

Sumber Pendanaan
Program Vaksinasi
Nasional

Kementrian
Luar Negeri

Dana Hibah Komite
Penanganan

Covid-19

+

APBN TNI/POLRI

a. PEN

b. Refocusing dan
re-alokasi anggaran
BASARNAS

1. TKD

2. APBD
a. Refocusing DAU
b.BTT

Swasta/BUMN

beda di tingkat daerah, dapat berupa distribusi
ke kota/kabupaten, vaksinasi dosis primer dan
booster, insentif tenaga vaksinator, advokasi dan
sosialisasi, hingga evaluasi dan pengawasan.
Pembiayaan pelaksanaan program vaksinasi
COVID-19 berasal dari APBN,, Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan
sumber lainnya.

Dalam gambar 4.1, alur anggaran APBN dan
dana hibah digunakan untuk mendukung
program vaksinasi COVID-19 nasional oleh
Kementerian dan Lembaga yang terlibat pada
proses pengadaan dan pelaksanaan program
vaksinasi nasional, sedangkan untuk dana
yang digunakan oleh dinas kesehatan provinsi
menggunakan alokasi dana Transfer ke Daerah
(TKD) dan APBD yang terdiri atas Refocusing
Dana Alokasi Umum (DAU) dan Belanja Tidak
Terduga (BTT). Sedangkan untuk Dinkes
kabupaten/kota menggunakan anggaran yang
bersumber dari DAU, DAK, Dana Insentif Daerah
(DID) (Pemerintah Pusat, 2022).

Kementrian Kesehatan

-’- PT Biofarma

Kerjasama
E——

Internasional

Kerjasama

Program Vaksinasi

Nasional
Jenis Vaksin
Pengadaan
Vaksin
Tim Vaksinasi
' Pelaksanaan
Keamanan .
Vaksin
DBH '
DAU
DAK a— Kab/Kota
DID

Gambar 4.1. Alur Pembiayaan dan Pelaksanaan Program Vaksinasi Nasional
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Sesuai dengan Perpres No. 99 Tahun 2020, proses
pengadaan vaksinasi juga dapat dilakukan melalui
kerjasama internasional dan bantuan pembiayaan
internasional oleh Kementerian Luar Negeri yang
disetujui oleh Kementerian Kesehatan. Untuk jenis
dan jumlah pengadaan ditentukan oleh Komite
Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi

Nasional (KPCPEN). Pemerintah bekerjasama
dengan pihak swasta/Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) untuk menugaskan Perseroan Terbatas
(PT) Biofarma dalam proses distribusi vaksin
hibah. Sedangkan untuk pemantauan mutu

di daerah dilakukan oleh Instalasi Farmasi
Pemerintah (IFP).

Anggaran Kesehatan Indonesia

400
350
300

250

200
995 112,54
150
100
50 113,6 119,9 130,4 169,8

2019 2020 2021 2022 2023

M ArBN M PEN

Sumber: CISDI, 2023, Kemenkeu, 2021, Kemenkeu, 2022;
Kemenkeu, 2022

Gambar 4.2. Anggaran Kesehatan dan PEN kluster kesehatan

Gambar 4.2. menunjukkan secara keseluruhan
alokasi anggaran kesehatan Indonesia dari tahun
2019 hingga 2023 mengalami peningkatan,
terutama ketika pandemi berlangsung (tahun 2020-
2022). Peningkatan anggaran ini secara signifikan
bersumber dari dana yang dialokasikan untuk
KPCPEN untuk penanganan pandemi COVID-19.

Anggaran PEN

Untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19,
pemerintah membentuk Komite Penanganan
COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional

(KPCPEN) dengan dikeluarkannya Perpres Nomor
82 Tahun 2020 pada 20 Juli 2020. Komite
tersebut bertujuan untuk mengintegrasikan

upaya penanganan pandemi lintas Kementerian/
Lembaga dengan lima program utama, yaitu: (1)
berkomitmen untuk mengamankan rakyat dari
COVID-19; (2) perencanaan reformasi kesehatan
berbasis gotong royong; (3) meningkatkan daya beli
masyarakat; (4) meningkatkan penerimaan negara;
dan (5) percepatan penyerapan tenaga kerja
(Kemenko Perekonomian, 2023)

Setiap tahunnya, PEN? memiliki klaster utama

yang berbeda dengan besaran anggaran

yang berbeda, karena menurut Wakil Menteri
Keuangan alokasi anggaran PEN didesain fleksibel
dengan akuntabilitas yang terjaga dan dapat
dipertanggungjawabkan sebagai upaya untuk
menjaga dan mempertahankan pertumbuhan
ekonomi (Kemenkeu, 2023). Adapun pembagian
porsi anggaran PEN pada 6 klaster pada tahun
2020 dapat dilihat di gambar 4.3 dimana klaster
kesehatan mendapat anggaran keempat tertinggi
atau sebesar Rp 99,5 triliun dengan realisasi
sebesar Rp 63,5 triliun (63,8%) dengan belanja
tertinggi pada belanja penanganan COVID-19 (Rp
41,77 triliun) dan insentif tenaga kesehatan (Rp
8,83 triliun) yang dijabarkan dalam gambar 4.6.
Anggaran kesehatan masih di bawah anggaran
untuk perlindungan sosial karena pada tahun 2020
anggaran PEN cenderung didominasi oleh realisasi

2 PEN adalah pembiayaan yang digunakan untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia yang memiliki

beberapa kluster fokus, termasuk kesehatan.
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Gambar 4.3. Pagu dan Realisasi Anggaran PEN 2020
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Gambar 4.4. Pagu dan Realisasi Anggaran PEN 2021

untuk kebutuhan perlindungan sosial seperti dengan
memberikan sembako, Bantuan Langsung Tunai
(BLT), dan bantuan sosial lainnya (Kemenkeu,2021).

Sedangkan pada tahun 2021 (gambar 4.4),
Pemerintah mengalirkan anggaran PEN ke dalam
lima bidang dengan realisasi tertinggi oleh klaster
kesehatan (Rp198,5 triliun; 92,34%). Secara detail,
dalam laporan audit realisasi anggaran tahun

2021 PEN yang ditunjukkan dalam gambar 4.7,
kebutuhan pengobatan COVID-19 (therapeutic)
mendominasi pagu anggaran hingga Rp87,9 triliun,
dengan realisasinya mencapai Rp104 triliun (118%).
Sedangkan untuk program vaksinasi COVID-19,
PEN menganggarkan sebesar Rp57,7 triliun dengan
realisasi sebesar Rp38,9 triliun (67,4%). Selain itu,
peningkatan kasus yang sangat cepat di tahun 2021,
namun program vaksinasi yang terlambat membuat
infeksi menyebar dengan signifikan dan membuat
angka kesakitan dan kematian meningkat tajam.
Tidak heran biaya pengobatan membengkak di luar
ekspektasi pada tahun tersebut.

Melalui gambar 4.5 terlinat bahwa pada tahun 2022
Pemerintah memprioritaskan alokasi anggaran
untuk kegiatan penguatan pemulihan ekonomi
dengan alokasi hingga Rp178,3 triliun, jauh di

atas anggaran kesehatan yang hanya dialokasikan
sebesar Rpl112,54 triliun. Sedangkan untuk

2022
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Gambar 4.5. Pagu dan Realisasi Anggaran PEN 2022




Center For Indonesia’s Strategic
Development Initiatives (CISDI)

25

Kajian Kebijakan Studi Inklusivitas Program Vaksinasi
Covid-19 Pada Masyarakat Adat Dan Kelompok Rentan

realisasi anggaran PEN 2022, klaster kesehatan
masih jauh dibawah kegiatan pemulihan ekonomi
(Rp109 triliun) dan perlindungan masyarakat
(Rp123,1 triliun), yaitu hanya sebesar Rp48,6 triliun
(Kemenkeu, 2023).

Rincian dari alokasi anggaran kesehatan tahun 2022
dapat dilihat pada gambar 4.8 yang menjelaskan
bahwa sebagian besar anggaran digunakan untuk
kebutuhan perawatan atau therapeutic (Rp37,97
triliun) dan penanganan kesehatan lainnya (Rp32,31
triliun), sedangkan hanya Rp10,76 triliun yang
dianggarkan untuk program vaksinasi COVID-19.
Secara keseluruhan, anggaran kesehatan PEN
mayoritas dianggarkan untuk biaya pengobatan,
penanganan COVID-19, dan program vaksinasi.

Namun pada tahun 2023, anggaran PEN ditiadakan
(Kominfo, 2023), hal ini disebabkan karena per
tahun 2023, KPCPEN dibubarkan lalu digantikan
oleh Global Crisis Response yang memiliki mandat
dalam penanganan krisis energi, krisis pangan, dan
krisis utang di bawah Kemenko Perekonomian
(Kumparan, 2022).
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Gambar 4.6. Alokasi Anggaran PEN tahun 2020
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Gambar 4.7. Alokasi Anggaran PEN tahun 2021
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Gambar 4.8. Alokasi Anggaran PEN tahun 2022
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Anggaran Program Penanganan Pandemi
COVID-19 Masih Timpang dan Realisasi
Anggaran di Tingkat Provinsi Cukup Lambat

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat, tersebut dibuktikan dengan realisasi anggaran DKI
anggaran penanganan COVID-19 yang terealisasi Jakarta meski hanya terealisasi sebesar 34,57%
oleh seluruh provinsi hanya sebesar 29,187% dari atau sebesar Rp12,39 triliun, namun angka tersebut
pagu anggaran ketika percepatan dilakukan secara tetap menjadikan DKI Jakarta memiliki nominal
masif pada pertengahan tahun 2021. Selain itu, realisasi tertinggi di Indonesia dan jauh lebih besar
ada ketimpangan fiskal signifikan antardaerah. Hal dibandingkan daerah lain.
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Gambar 4.9 Realisasi Anggaran Penanganan COVID-19 per 24 Juli 2021
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Selain itu, Jawa Barat sebagai provinsi dengan
realisasi anggaran terbesar kedua saja hanya
merealisasikan 6,97% anggaran atau sebesar
Rp 914,43 miliar. Sedangkan 32 provinsi lainnya
hanya merealisasikan kurang dari Rp500 miliar
untuk menanggulangi pandemi COVID-19

di pertengahan tahun 2021, dengan Provinsi
Aceh sebagai provinsi dengan besaran realisasi

terendah dengan Rp18,8 miliar atau sebesar 4,61%

dari pagu anggaran. Secara umum, hanya ada
tiga provinsi yang telah merealisasikan anggaran
lebih dari 50%, yaitu Nusa Tenggara Timur (NTT),
Kalimantan Timur, dan Jawa Timur, sedangkan
Jawa tengah dan Sulawesi tengah merealisasikan
anggaran kurang dari 1% pada pertengahan 2021
(Kemendagri, 2021).

Persentase Realisasi Anggaran
Penanganan COVID-19 per 24 Juli 2021
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Gambar 4.10 Persentase Realisasi Anggaran Penanganan COVID-19 per 24 Juli 2021
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Anggaran Program
Vaksinasi COVID-19

Anggaran program vaksinasi (gambar 4.11)
dialokasikan tertinggi pada tahun 2021 dan
terendah pada 2022. Penurunan signifikan di tahun
2022 terjadi akibat cenderung lebih terkendalinya
transmisi COVID-19 dan menurunnya minat
masyarakat akan vaksinasi pada tahun tersebut.
Tahun 2020, anggaran vaksinasi berasal dari APBN
sebesar Rp35,73 triliun, di mana anggaran ini
digunakan untuk membeli tiga juta dosis vaksin
serta bahan habis pakai (suntik, alkohol swab, dll)
(Kemenkeu, 2021; CISDI, 2023; Kemenkeu, 2022).

Selanjutnya, pada tahun 2021, ketika kasus mulai
meningkat secara drastis akibat dari varian Delta.
Pemerintah mengupayakan percepatan program
penanganan COVID-19 dan vaksinasi nasional,
sehingga dibutuhkan anggaran yang lebih besar
untuk mengimplementasikannya. Oleh karenanya,

anggaran untuk program vaksinasi naik lebih dari
dua kali lipat menjadi Rp74 triliun yang berasal dari
tiga sumber yaitu PEN (Rp36,4 triliun), realokasi
APBN (Rp19,6 triliun), dan APBN (Rp18 triliun)
(Kemenkeu, 2022).

Namun pada tahun 2022, anggaran kesehatan PEN
mengalami penurunan dengan alokasi sebesar
Rp112,54 triliun. Penurunan ini juga terjadi untuk
program vaksinasi mengalami penurunan dengan
anggaran PEN sebesar Rp10,76 triliun dan Rp5,1
triliun berasal dari anggaran keluaran strategis
pelaksanaan APBN T.A. 2022 yang digunakan untuk
penyediaan vaksinasi COVID-19 (Kemenkeu, 2023).
Sedangkan pada tahun 2023, alokasi anggaran
untuk program vaksinasi COVID-19 dan PEN sudah
dihapuskan. Sehingga anggaran kesehatan hanya
bergantung pada APBN sebesar Rp169,8 triliun.

Anggaran Program Vaksinasi COVID-19 Tahun 2020-2022

2020 35,73

2022 15,86
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Sumber : Kemenkeu, 2022, Kemenkeu, 2023

Gambar 4.11. Anggaran Vaksinasi COVID-19 tahun 2021-2022
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Pembiayaan Pengadaan
Vaksinasi COVID-19

Pada Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020
ditetapkan jangka waktu pengadaan vaksin
COVID-19 dilakukan untuk tahun 2020 sampai
dengan tahun 2022 dan dapat diperpanjang bila
diperlukan. Untuk pengadaan vaksin COVID-19,
penetapan jenis dan jumlah vaksin dilakukan
oleh pemerintah melalui Kemenkes dan
berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga
terkait. Sedangkan untuk pengadaan suplai
vaksin COVID-19 dilakukan melalui:

for Epidemic Preparedness Innovations

(CEPI), The Global Alliance for Vaccines and
Immunizations (GAVI); dan/atau lembaga/
badan internasional lainnya. Pengadaan Vaksin
COVID-19 tersebut meliputi penyediaan
vaksin, peralatan pendukung dan sekaligus
distribusi vaksin sampai diterima oleh
masyarakat (Kemenkeu, 2022).

Secara garis besar, pembiayaan terkait dengan
pengadaan program Vaksinasi COVID-19 terdiri
dari tiga sumber, yakni APBN, realokasi APBN, dan
anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

@ Penugasan kepada BUMN yakni PT Bio
Farma (Persero),

® Penunjukan langsung badan usaha penyedia,
dan/atau

Berdasarkan tabel 4.1, jumlah keseluruhan vaksin
COVID-19 yang dibeli oleh Pemerintah Indonesia
sepanjang tahun 2021 sampai 2023 mencapai
349,8 juta dosis vaksin dengan pembelian
tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 329,6

@® Kerjasama dengan lembaga/badan
internasional yakni dengan The Coalition

Tabel 4.1. Total Pembelian Vaksin di Indonesia (2021-2023)

2021 123.335.100 110.600.000 50.088.740 34.632.000 9.000.000 329.655.840
2022 0 4.559.200 1.171.755  14.000.000 0 0 0 19.730.955
2023 0 440.800 53.245 0 0 0 0 494.045
Total 125.335.100 5.000.000 1.225.000 124.600.000 50.088.740 34.632.000 9.000.000 349.880.840

Keterangan: Angka menunjukkan dosis

Sumber: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes Rl) dalam Kegiatan
Intra Action Review (IAR) COVID-19 Tahap VIII (2023)
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juta dosis. Pada tahun 2021, jenis vaksin yang dibeli
oleh Pemerintah Indonesia adalah vaksin BIOVAC,
Coronavac, Astrazeneca, Pfizer, dan Novavax.
Selanjutnya pada tahun 2022, Pemerintah hanya
membeli vaksin Coronavac dikarenakan pada
tahun ini Pemerintah mulai memberdayakan vaksin
mandiri Indovac dan Inavac.

Selain melalui mekanisme pembelian, Perpres

No. 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan

Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam

Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19
memungkinkan Indonesia untuk melakukan
pengadaan vaksin COVID-19 melalui mekanisme
kerja sama bilateral dan multilateral berupa hibah
stok vaksin. Sepanjang tahun 2021-2023, Indonesia
telah bekerjasama dengan COVAX Facility, sejumlah
negara, dan perusahaan dalam pengadaan vaksin
COVID-19. Berdasarkan tabel 4.2, total hibah vaksin
COVID-19 yang diterima oleh Indonesia adalah
sejumlah 137.992.180 vaksin.

Secara kumulatif, pengadaan vaksin COVID-19
yang dilakukan dan diterima oleh Pemerintah
Indonesia sepanjang tahun 2021 sampai 2023 untuk
kepentingan vaksinasi program adalah sebanyak
487.873.020 dosis vaksin COVID-19. Sedangkan
sasaran vaksinasi COVID-19 di Indonesia menurut
Kemenkes adalah sejumlah 234.666.020 individu
(Dasbor Vaksinasi COVID-19 Kemenkes, 2023).

Meskipun jumlah kumulatif pengadaan vaksin
COVID-19 yang diterima oleh Pemerintah hingga
tahun 2023 adalah 104% dari jumlah dosis vaksin
yang dibutuhkan oleh Pemerintah (469.332.040
dosis vaksin) untuk memvaksinasi seluruh sasaran
vaksinasi COVID-19 dengan dosis primer, kami
memahami bahwa variabel eksternalitas seperti
waktu, masa kadaluarsa, kesiapan infrastruktur,
logistik dan distribusi, keterbatasan fiskal, dan
suplai global berpengaruh terhadap terpenuhi
atau tidaknya kebutuhan vaksinasi COVID-19 di
Indonesia (Dasbor Vaksinasi COVID-19 Kemenkes,
2023).

Setidaknya pada tahun 2021, Indonesia sempat
mengalami kekurangan dosis vaksin COVID-19.
Menurut perhitungan Kemenkes, Indonesia harus
mampu mengamankan sebanyak 363 juta dosis
vaksin COVID-19 hingga pertengahan tahun

2021. Sedangkan sampai akhir April 2021, jumlah
dosis vaksin COVID-19 yang telah diamankan
Pemerintah baru mencapai 120 juta dosis vaksin
COVID-19, sepertiga dari target yang harus dicapai
dalam waktu dua bulan (Liputan 6, 2021).

Memasuki tahun 2022, kecukupan dosis
vaksin COVID-19 di Indonesia mulai membaik.
Melalui FGD mengenai keadilan akses vaksinasi
COVID-19 yang dilakukan oleh CISDI pada

Mei 2022, Biofarma mengakui bahwa sampai

Tabel 4.2. Jumlah hibah vaksin COVID-19 melalui mekanisme kerja
sama bilateral dan multilateral

Hibah

Hibah Bilateral

Multilateral

2021 78.281.910 750.000 4.152.150 5.695.000 3.780.400
2022 32.111.990 0 2.722.930 2.700.000 0
2023 0 0 0 0 0
Total  110.393.900 750.000 6.875.080 8.395.000 3.780.400

5.200.400 122400 600.000 1.000.000 0
0 0 0 0 75.000 200.000
0 0 0 0 600.000 0
5.200.400 122.400 600.000 1.000.000 675.000 200.000

Total Hibah Vaksin 137.992.180

Sumber: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) dalam Kegiatan
Intra Action Review COVID-19 Tahap VIII (2023)
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akhir tahun 2022, suplai vaksin COVID-19
tidak lagi menjadi permasalahan di Indonesia,
melainkan permasalahan besar yang ada pada
saat itu adalah mengenai distribusi, bagaimana
memastikan bahwa vaksin COVID-19 dapat
disalurkan secara merata ke seluruh Indonesia,
di tengah keterbatasan infrastruktur, logistik,
dan masa kedaluwarsa vaksin COVID-19 yang
dihadapi oleh Indonesia.

Sedangkan tahun 2023, melalui kegiatan IAR
COVID-19 Tahap VIII, Kemenkes juga mengklaim
bahwa stok vaksin COVID-19 di Indonesia
mencukupi. Hingga 16 Juni 2023, stok vaksin
COVID-19 yang tersedia di Indonesia ada
sejumlah 5.736.822 dosis dengan 4.990.703
dosis masih disimpan oleh Biofarma dan sisanya,
746.119 dosis sudah sampai ke daerah.

Realisasi anggaran pembelian vaksin COVID-19
pada tahun 2020 hingga 2021 untuk pembelian
vaksin COVID-19 sejumlah lebih dari 300

juta dosis vaksin COVID-19 oleh Pemerintah
Indonesia adalah Rp 33,91 triliun. Tidak ada

data spesifik yang menyebutkan angka realisasi
anggaran pembelian vaksin COVID-19 pada
tahun 2022, namun alokasinya adalah sebesar Rp
9,52 triliun (Detik, 2022). Di tengah keterbatasan
fiskal yang dihadapi oleh Indonesia, sampai
Februari 2022, Pemerintah Indonesia setidaknya
menerima pinjaman dari Asian Development
Bank (ADB) sebesar Rp6,3 triliun dan Bank Dunia
sebesar Rp 7,3 triliun untuk membeli vaksin
COVID-19.

Kecukupan dosis vaksin COVID-19 pada tahun
2023 khususnya ditunjang oleh vaksin Indovac
dan Inavac yang diproduksi di dalam negeri.
Setidaknya 5.000.000 dosis vaksin Indovac dan
1.225.000 dosis vaksin Inavac telah diproduksi
oleh Indonesia untuk membantu memenuhi
kebutuhan vaksinasi COVID-19 di Indonesia.

Direktur Utama (Dirut) Biofarma menyebutkan
bahwa kapasitas produksi Indovac pada tahun
2023 sebenarnya adalah 120 juta dosis per

tahun jika pasar masinh membutuhkan (Setkab RI,
2022). Sedangkan kapasitas produksi vaksin Inavac
adalah sebanyak 240 juta dosis per tahun (Kompas,
2022). Pernyataan Dirut Biofarma secara implisit
menggarisbawahi tantangan vaksinasi COVID-19
di Indonesia, terutama pasca dicabutnya status
kedaruratan pandemi COVID-19 di Indonesia.
Faktor permintaan (demand) akan menentukan
jumlah vaksin COVID-19 yang akan diproduksi di
dalam negeri.

Sebagaimana disinggung sebelumnya,
permasalahan distribusi vaksin COVID-19 di
Indonesia berkaitan dengan masa kedaluwarsa
vaksin COVID-19 yang singkat. Tidak ada kompilasi
data yang menampilkan jumlah vaksin COVID-19
yang kedaluwarsa di Indonesia sepanjang tahun
2021 hingga 2023. Namun begitu, data 2021
hingga Agustus 2022, menurut Wakil Menteri
Kesehatan RI, Dante Saksono Harbuwono, terdapat
setidaknya 40,2 juta dosis vaksin COVID-19
terbuang karena kedaluwarsa. Sebagian besar
vaksin COVID-19 yang kedaluwarsa berasal dari
hibah karena masa kedaluwarsa yang singkat
(Republika, 2022).

Pengadaan vaksin COVID-19 di Indonesia
mengalami dinamika kebutuhan yang dipengaruhi
oleh suplai global, permintaan masyarakat, jumlah
kasus, infrastruktur dan logistik, juga ketersediaan
fiskal, di antara hal lainnya. Pengadaan vaksin
untuk seluruh masyarakat Indonesia membutuhkan
dana yang cukup signifikan. Indonesia

cenderung bisa memenuhi jumlah kebutuhan
vaksin dari segi suplai di pusat melalui berbagai
mekanisme pinjaman, hibah, kerjasama, dan
produksi domestik. Pemerintah Indonesia juga
memperkirakan dapat menggunakan kapasitas
produksi domestik untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat Indonesia. Tantangan utama selama
pandemi masih di distribusi hingga ke level
fasyankes dan memastikan masyarakat dapat
menerima vaksin. Ke depannya investasi perlu
diarahkan untuk peningkatan kapasitas produksi
serta penguatan hingga ke level subnasional,
terutama distribusi dan pelaksanaan vaksinasi.
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Pembiayaan Distribusi

Vaksin COVID-19

Sebagai tindak lanjut dari Perpres No. 99 Sedangkan pengawasan kualitas dan mutu vaksin
Tahun 2020, Permenkes No. 10 Tahun 2021 COVID-19 serta kesiapan distribusi diawasi oleh
tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
Penanggulangan Pandemi COVID-19 mengatur sebelum didistribusikan ke Instalasi Farmasi
mengenai peralatan pendukung dan logistik yang Pemerintah (IFP) melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT)
dilakukan melalui penugasan Biofarma. Elemen BPOM di seluruh Indonesia (BPOM, 2021).

kunci penyimpanan vaksin menggunakan cold

chain termasuk pada tingkat primary (nasional), Pada gambar 4.12 dijelaskan terkait distribusi
intermediate (provinsi dan kota/kabupaten), vaksin dari pusat sampai ke provinsi. Biofarma

dan tingkat peripheral (puskesmas/posyandu). melakukan distribusi vaksin COVID-19 umumnya

Distribusi Vaksin Sampai ke Provinsi

L)
oo
(2] (3]
BIO FARMA Transportasi Dinas Kesehatan Provinsi
Print GS1 barcode menggunakan
pada kemasan 1, 2", 3 truk berpendingin Valtsiin Sinevee &

Novavax dilengkapi
dengan freeze alert

v
L

FreezeAlert

L

A

Posyandu/ PUSKESMAS Dinas Kesehatan
Konsumen Kota/Kab

Sumber: PT. Bio Farma

Gambar 4.12 Distribusi Vaksin Sampai ke Provinsi
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hingga ke Dinas Kesehatan Provinsi, dimana
setelah itu akan menjadi kewajiban provinsi untuk
mendistribusikan lebih lanjut ke level Kabupaten/
Kota. Biofarma memberikan barcode pada
kemasan vaksin COVID-19 untuk selanjutnya
dilakukan distribusi dengan transportasi yang
dilengkapi dengan pendingin ke Dinas Kesehatan
Provinsi. Selanjutnya, stok vaksin COVID-19

akan dilengkapi dengan freeze alert sebelum
didistribusikan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/
Kota dan dicatat melalui aplikasi Sistem
Monitoring Imunisasi dan Logistik Elektronik
(SMILE) sebelum didistribusikan ke puskesmas
untuk selanjutnya diberikan pada masyarakat.
Lima poin utama yang perlu diperhatikan dalam
distribusi vaksin yang sesuai dengan Cara
Distribusi Obat yang Baik (CDOB) yaitu terkait
dengan:

@ Personel dan pelatihan terhadap personel
pengelola vaksin.

® Bangunan dan fasilitas sesuai dengan
persyaratan rantai dingin.

© Operasional penerimaan, penyimpanan dan
pengiriman vaksin sesuai Standard Operating
Procedure (SOP).

O Program pemeliharaan sarana dan prasarana,
serta.

©® Kalibrasi, kualifikasi dan validasi untuk
memastikan suhu pengiriman memenuhi
persyaratan (BPOM, 2021).

Vaksin COVID-19 hasil produksi Biofarma dan
vaksin COVID-lainnya didistribusikan ke beberapa
daerah di Indonesia dan digunakan dalam
program vaksinasi nasional yang dimulai pada
tanggal 13 Januari 2021. Biofarma tidak hanya
mendistribusikan vaksin COVID-19, tapi juga vaksin
lainnya yang mana pada tahun 2020 Biofarma
merealisasikan Rp 44,66 miliar, tahun 2021 PT Bio
Farma merealisasi jasa distribusi senilai Rp 388,83
miliar, dan turun 13,68% menjadi senilai Rp 346,27
miliar pada 2022 akibat dari penurunan kebutuhan
vaksinasi COVID-19 (Biofarma, 2020; Biofarma,
2021; Biofarma, 2022).

Pembiayaan Pelaksanaan
Program Vaksinasi COVID-19

Terkait dengan aspek pelaksanaan program vaksinasi
COVID-19 di Indonesia, pada Kepmenkes No.
HK.01.07/MENKES/4638/2021 tentang Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka
Penanggulangan Pandemi COVID-19, dijelaskan
bahwa pendanaan pelaksanaan kegiatan vaksinasi
program bersumber dari APBN (Dekonsentrasi, Dana
Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik/Bantuan Operasional
Kesehatan (BOK), APBD, dan sumber lain yang sah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

® APBN

Sebagai dampak dari COVID-19, terdapat
kegiatan dalam anggaran dekonsentrasi yang
menunya harus disesuaikan dengan kondisi
maupun anggaran (refocusing anggaran).
Menu-menu dekonsentrasi pada tahun

2022 dialokasikan untuk mempercepat
penanggulangan COVID-19 salah satunya
percepatan vaksinasi di berbagai kabupaten/kota
(Bappenas, 2021).




Center For Indonesia’s Strategic
Development Initiatives (CISDI)

Kajian Kebijakan Studi Inklusivitas Program Vaksinasi

Covid-19 Pada Masyarakat Adat Dan Kelompok Rentan 34

Mekanisme dekonsentrasi merupakan salah satu
upaya pemerataan pembangunan kesehatan.

Dana dekonsentrasi kesehatan merupakan salah
satu skema pendanaan ke daerah dalam rangka

pelimpahan urusan yang menjadi kewenangan
Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah di
wilayah tertentu untuk mendukung pencapaian
target pembangunan nasional.

Alokasi dana dekonsentrasi di Kemenkes termasuk
dalam tiga besar, sehingga dana dekon berpotensi
untuk mendukung pencapaian target pembangunan
nasional dan meningkatkan peran daerah dalam
pembangunan kesehatan. Sebagian besar dana
dekonsentrasi digunakan untuk membiayai
kegiatan non fisik (koordinasi, perencanaan,
fasilitasi, pelatihan, pembinaan, pengawasan,

dan pengendalian) yang mendukung program
Kemenkes. Sebagian kecil digunakan untuk
membiayai kegiatan penunjang (pengadaan barang
yang menghasilkan aset tetap).

Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bidang
Kesehatan juga diarahkan untuk digunakan

dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Dana

ini merupakan dana yang bersumber dari APBN
yang dialokasikan ke daerah untuk membiayai
operasional kegiatan program prioritas nasional

di bidang kesehatan yang menjadi urusan daerah
guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan
kesehatan di daerah. Dana tersebut pada dasarnya

bukan sebagai dana utama dalam penyelenggaraan
pembangunan kesehatan di daerah, diperlukan
peran serta pemerintah daerah yang kreatif dan
inovatif untuk memenuhi kebutuhan anggaran
pembangunan kesehatan (Kompak, 2022).

Selain itu, pendanaan program pelaksanaan
vaksinasi juga disebar melalui beberapa K/L. Pada
tahun 2022, Kementerian Pertahanan (Kemenhan)
mendapat penambahan anggaran dalam klaster
kesehatan yang menjadi bagian dalam Program PEN
untuk dukungan vaksinasi sebesar Rp 300 miliar dan
untuk kebutuhan Perlindungan Masyarakat berupa
Bantuan Pedagang Kaki Lima dan Warung (PKLW)
Nelayan sebesar Rp 855,3 miliar dan Bantuan
Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng sebesar Rp
650 miliar. Lebih lanjut, pada tahun 2022, Badan
Intelijen Negara (BIN) juga mendapatkan tambahan
anggaran untuk vaksinasi COVID-19 sebesar Rp
187,2 miliar, Kepolisian Rl juga melakukan automatic
adjustment anggaran sebesar Rp 1,5 triliun untuk
kegiatan tim vaksinasi dan kegiatan lain yang
membantu percepatan program vaksinasi COVID-19
(Himpunan RKA-K/L, 2023). Pada tahun yang

sama, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
(Basarnas) juga melakukan refocusing dan realokasi
anggaran sebesar Rp 398,1 miliar untuk pelaksanaan
pengadaan vaksin dan program vaksinasi nasional,
penanganan pandemi COVID-19, dukungan
anggaran perlindungan sosial kepada masyarakat
dan percepatan pemulihan ekonomi nasional.

3 Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan
keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
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Sementara itu, Badan Riset dan Inovasi Nasional
(BRIN) menganggarkan Rp 5,7 triliun untuk
melakukan riset obat dan vaksin (Himpunan
RKA-K/L, 2023). Hal ini didukung dengan
adanya S.E. Dirjen Perimbangan Keuangan No.
SE-6/PK/2021 yang dibuat untuk mendukung
pelaksanaan vaksinasi, termasuk pendanaan
untuk pembayaran insentif atau honorarium
kepada tenaga kesehatan yang melaksanakan
vaksinasi COVID-19, termasuk dari unsur Tentara
Nasional Indonesia (TNI)/Kepolisian RI, bidan,
serta tenaga yang diperbantukan lainnya yang
ditunjuk oleh pemerintah, di mana paling sedikit
8% dari alokasi DAU (Kemenkeu, 2021).

Studi ini tidak menemukan data spesifik
besaran anggaran pelaksanaan vaksinasi secara
keseluruhan. Untuk itu, tim peneliti tidak dapat
mengestimasi berapa kebutuhan biaya untuk
pelaksanaan vaksinasi COVID-19.

© APBD

Pada Kepmenkes No. 30/KM.7/2020 tentang
Penggunaan Sebagian (Earmarking) Dana
Alokasi Umum (DAU) atau Dana Bagi Hasil

(DBH) dalam Rangka Dukungan Pendanaan
Program Vaksinasi COVID-19 menyebutkan
bahwa Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
menyediakan dukungan pendanaan dalam APBD
untuk program vaksinasi COVID-19 di daerah
masing-masing yang dananya dapat bersumber
dari Dana Alokasi Umum? (DAU) dan Dana

Bagi Hasil* (DBH). Besarnya ditetapkan paling
sedikit 4% dari alokasi DAU tahun anggaran
2021 atau sesuai dengan kebutuhan daerah
dengan memperhatikan jumlah penduduk dan
jangkauan wilayah distribusi vaksin COVID-19.
Jika Pemerintah Daerah tidak mendapat alokasi
DAU tahun anggaran 2021, dukungan pendanaan
bersumber dari DBH sesuai kemampuan
keuangan daerah (Kemenkeu, 2020).

Sebagai kelanjutan dari Kepmenkes tersebut,
Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/4241/2021
tentang Petunjuk Teknis Perencanaan

Penganggaran Pelaksanaan Vaksinasi dalam
Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19
Bersumber Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi
Hasil Tahun Anggaran 2021 juga dijelaskan bahwa
dukungan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 untuk
Pemerintah Provinsi dilaksanakan oleh Dinas
Kesehatan Provinsi dan dukungan pelaksanaan
vaksinasi COVID-19 untuk Pemerintah Kabupaten/
Kota dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota.

Dalam regulasi yang sama juga dijelaskan bahwa
kegiatan vaksinasi COVID-19 yang didanai dari
DAU dan DBH meliputi koordinasi pelaksanaan
vaksinasi COVID-19, penyusunan mikroplaning,
advokasi dan sosialisasi pelaksanaan vaksinasi
COVID-19, pemantauan kejadian ikutan pasca
vaksinasi COVID-19, bimbingan teknis dan
monitoring pelaksanaan vaksinasi COVID-19,
distribusi vaksin dan logistik vaksinasi COVID-19,
pengamanan, operasional vaksinasi di fasilitas
pelayanan kesehatan, dan mobile vaksinasi/pos
vaksinasi. Kegiatan operasional vaksinasi di fasilitas
pelayanan kesehatan terdiri dari penyediaan APD
(masker medis/bedah, sarung tangan, pelindung
wajah (face shield), honor tim vaksinasi, konsumesi,
transportasi, dan manajemen limbah.

Kegiatan-kegiatan yang bisa didanai dari DAU

atau DBH tersebut sebagaimana diuraikan di atas
sifatnya adalah pilihan. Kepala daerah bisa memilih
kegiatan yang belum tersedia dananya dari sumber
lain atau masih terdapat kekurangan. Selanjutnya
dalam pelaksanaan kegiatannya harus disinergikan
dan tidak terjadi duplikasi pembiayaan (double
costing) dengan kegiatan yang anggarannya
bersumber dari pendanaan lainnya seperti dana
dekonsentrasi, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/
Kota, dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
sehingga lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Seperti APBN, studi ini tidak menemukan data
spesifik besaran APBD pelaksanaan vaksinasi secara
keseluruhan. Untuk itu, di bagian selanjutnya tim
peneliti hanya akan melihat estimasi dari beberapa
daerah fokus dalam studi ini.

4 Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai

kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi

»r
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Data biaya perawatan COVID-19 di Indonesia
bervariasi antarprovinsi. Penelitian Al Faizin (2022)
menemukan variasi biaya perawatan COVID-19
antarprovinsi dengan menggunakan rata-rata biaya
perawatan klinis per individu untuk perawatan
hingga sembuh di rumah sakit (RS) untuk semua
tingkat keparahan (ringan, sedang, dan parah).
Penelitian ini menemukan bahwa biaya paling tinggi
adalah di Provinsi Jawa Timur dengan biaya sebesar
USS$1.505,95 (Rp22,6 juta) per individu, diikuti oleh
Yogyakarta dengan biaya sebesar US$1.295,23
(Rp19,4 juta), provinsi Papua dengan rata rata
perawatan sebesar US$1.233,60 (Rp18,6 juta) dan
paling rendah ada di provinsi Sumatera Utara
dengan US$377,52 (Rp5,6 juta).

Perbedaan biaya perawatan antarprovinsi
disebabkan oleh variasi kebijakan COVID-19

di setiap provinsi, sebagai akibat dari sistem
kesehatan yang terdesentralisasi di Indonesia,
seperti tingginya kasus di Jawa Timur yang
membutuhkan pengadaan tambahan dengan
membangun sejumlah rumah sakit darurat dan
rumah sakit lapangan serta menyediakan pasokan
yang diperlukan bagi penyedia layanan kesehatan,
termasuk alat pelindung diri (APD).

Selain itu, menurut Pratiwi, et al (2022) biaya
perawatan COVID-19 yang mahal di pulau Jawa
dikarenakan oleh perawatan yang didominasi
oleh RS kelas A dan B, di mana RS tipe ini memiliki
fasilitas yang lebih canggih, peralatan perawatan

yang lebih baik, dan lebih banyak dokter spesialis.
Sedangkan biaya perawatan RS untuk COVID-19 di
luar Jawa tinggi akibat dari terbatasnya kesediaan
bahan medis habis pakai dan obat-obatan. Dalam
keterbatasan informasi soal COVID-19 pada awal
pandemi, diperlukan penggunaan obat antivirus
dan antibiotik yang intensif hingga sepuluh hari
atau lebih.

Selain itu, terdapat indikasi biaya pengobatan
COVID-19 yang berlebihan oleh RS dan pasien
dengan kondisi ringan ditagih lebih mahal daripada
pasien dengan tingkat keparahan sedang dan
tinggi. Hal ini menyiratkan bahwa ada perawatan
yang tidak perlu masih diberikan pada pasien
dengan kondisi ringan. Faktor-faktor lain seperti
biaya transportasi dan ketersediaan sumber daya
juga menjadi penyebab utama perbedaan biaya
COVID-19 (Pratiwi et al., 2022).

Berdasarkan tingkat keparahan, biaya perawatan
kasus ringan dan sedang menjadi jauh lebih tinggi
di RS Pemerintah dibanding dengan RS Swasta.
Hal ini dikarenakan Kemenkes memberikan lebih
banyak wewenang kepada RS Pemerintah daripada
RS Swasta untuk menangani kasus-kasus ringan
dan sedang, misalnya dengan memberikan fasilitas
isolasi pasien di RS Pemerintah, sementara RS
Swasta akan memilih untuk memulangkan pasien.
Namun, untuk kasus dengan tingkat keparahan
tinggi, RS Swasta memiliki biaya perawatan yang
lebih mahal (Al Faizin et al., 2022).
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Berdasarkan hasil analisis data primer dan sekunder yang didapatkan, saat ini di Indonesia masih terdapat
ketimpangan pelaksanaan vaksinasi untuk kelompok rentan. Bab ini menjabarkan dan mengidentifikasi
situasi dan tantangan yang ditemukan dalam berbagai dimensi yang menghasilkan ketimpangan akses
vaksinasi COVID-19 untuk masyarakat adat dan kelompok rentan.

D
Kebijakan dan Tata Kelola

Memperkuat ekosistem kebijakan dan tata kelola
merupakan prasyarat dari upaya dalam memastikan
akses vaksin COVID-19 yang adil terhadap
kelompok rentan. Dari analisis data primer yang
didukung data sekunder, berbagai kelemahan dan
tantangan dalam aspek pembiayaan, kolaborasi
lintas sektor, pelibatan masyarakat sipil dan
komunitas, permintaan, pelayanan kesehatan,
sumber daya manusia kesehatan, data, sistem
informasi, dan teknologi, hingga logistik dan
distribusi seringkali bersumber dari lemahnya atau
tidak adanya kebijakan yang mengatur.

Ketimpangan cakupan vaksinasi primer COVID-19
di Indonesia bermuara dari lemahnya ekosistem
kebijakan dan tata kelola yang kemudian
melahirkan tantangan-tantangan dari berbagai
aspek lain di luar kebijakan dan tata kelola.
Secara umum, kami memetakan setidaknya
enam situasi dan tantangan besar sebagai dasar
argumentasi bahwa ekosistem kebijakan dan tata
kelola di tingkat pusat dan dua belas daerah yang
menjadi fokus studi ini belum cukup kuat untuk
memastikan akses vaksin COVID-19 yang adil
terhadap kelompok rentan.

Tabel 5.1. Kelompok rentan dalam kebijakan nasional

Kebijakan Definisi Kelompok Rentan

Kementerian Kesehatan Rl melalui Juru
Bicara Vaksinasi COVID-19

S A A

Surat Edaran Kemenkes RI HK.02.02/
[11/15242/2021 tentang Pelaksanaan

Vaksinasi COVID-19 bagi Masyarakat
Rentan dan Masyarakat Lainnya yang
Belum Memiliki NIK

[ B R

Permenkes No. 7 Tahun 2023 tentang
Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi

dalam Penanggulangan COVID-19

Tinggal di zona merah COVID-19.
Sosial ekonomi lemah.

Kurang beruntung secara sosial.
Kelompok marginal ibu kota.
Penyandang disabilitas.

Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)

Kelompok penyandang disabilitas.

Masyarakat adat.

Penghuni lapas.

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
Pekerja Migran Indonesia Bermasalah (PMIB).
Masyarakat lainnya yang belum memiliki NIK.

Masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial dan ekonomi.
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@ Ketiadaan kebijakan yang secara operasional
dan komprehensif mendefinisikan kelompok
rentan dan tata laksana penjangkauan
vaksinasi COVID-19 terhadap kelompok rentan

Karena ketiadaan kebijakan di tingkat Pusat,
Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk
menentukan targetnya sendiri, terutama pada
vaksinasi tahap Ill, dengan menggunakan metode
dan data masing-masing. Sebagai contoh,
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI)
Jakarta menargetkan warga di RW kumuh miskin
dan lokasi yang menjadi transmisi lokal varian Delta.
Sementara, Pemerintah Kota Surabaya menetapkan
masyarakat berpenghasilan rendah dan penghuni
rusun sebagai prioritas (CISDI dan PUSKAPA Ul,
2021).

Banyak Pemerintah Daerah justru menunggu dan
membutuhkan payung kebijakan dari Pemerintah
Pusat terkait dengan tata laksana penjangkauan
vaksinasi COVID-19 terhadap masyarakat adat dan
kelompok rentan.

Ketiadaan definisi operasional kelompok rentan juga
berkontribusi terhadap pemahaman Pemerintah
Pusat dan Daerah terkait kelompok rentan.
Pemahaman yang ada cukup beragam, namun
umumnya mengacu pada kelompok lansia, individu
dengan penyakit penyerta dan kelompok disabilitas
fisik. Untuk itu, kajian kebijakan ini menemukan
praktik baik dengan tingkat intervensi yang cukup
tinggi adalah akses vaksin COVID-19 terhadap
kelompok disabilitas fisik, lansia, dan individu
dengan penyakit penyerta.

‘Kami melakukan vaksinasi door to door

untuk mencapai sasaran lansia dan kami ada
pelayanan khusus untuk disabilitas.” (Perwakilan
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota)

‘Kepmenkes sebagai petunjuk teknis, vaksin
dilaksanakan bertahap. Kelompok rentan,
termasuk lansia dan individu dengan komorbid
sebagai target vaksinasi tahap Ill.” (Perwakilan
Kemenkes)

Melalui elaborasi wawancara, baru mulai
didapatkan gambaran praktik baik akses vaksin
COVID-19 terhadap kelompok rentan lain, seperti
penghuni lapas, individu yang tinggal di wilayah
kumuh dan miskin, disabilitas mental, masyarakat
adat, hingga pekerja harian lepas dengan tingkat
intervensi yang berbeda-beda.

Namun, kelompok rentan lain seperti transpuan
dan ODHIV/AIDS misalnya, tidak merasakan
pendekatan afirmatif dalam mengakses vaksin
COVID-19 di enam daerah yang menjadi fokus
studi kami. Meskipun begitu, adanya pendekatan
afirmatif dalam menunjang akses vaksin
COVID-19 tidak serta merta berarti bahwa tata
kelolanya sudah baik. Sebagai contoh, di suatu
daerah, pendekatan afirmatif yang menyasar
kelompok disabilitas ternyata tidak cukup mampu
memperhitungkan kebutuhan vaksinasi COVID-19
terhadap pendamping kelompok disabilitas dalam
rangka membangun kepercayaan kelompok
disabilitas tersebut.

Selain itu, pendekatan afirmatif yang dilakukan
untuk memastikan akses vaksin COVID-19 justru
banyak datang dari kelompok masyarakat sipil.
Untuk sejumlah kasus, Pemerintah Daerah justru
mengandalkan metode bottom-up yang mana
Pemerintah Daerah bertumpu kepada komunitas
akar rumput dalam memastikan akses vaksin
COVID-19 yang adil terhadap kelompok rentan.
Sebagai contoh, di suatu daerah, komunitas akar
rumput aktif bersurat kepada puskesmas dan
Pemerintah Daerah untuk memastikan akses vaksin
COVID-19 yang adil terhadap kelompok disabilitas.
Komunitas akar rumput bahkan yang menanggung
biaya skrining kesehatan kelompok disabilitas

dan konsumsi panitia, mengingat keterbatasan
anggaran Pemerintah Daerah.

@ Prasyarat NIK dalam mengakses vaksinasi
COVID-19 pada masa awal program vaksinasi
COVID-19 digulirkan

Kemenkes melalui Kepmenkes No. HK.01.07/
MENKES/4638/2021 tentang Petunjuk
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Teknis Penyelenggaraan Vaksinasi COVID-19
mengamanatkan bahwa penduduk diwajibkan
menunjukkan NIK saat mengakses vaksinasi
COVID-19. Berbagai platform pendaftaran vaksin
daring menyediakan kolom NIK yang harus diisi
oleh calon penerima vaksin (CISDI dan PUSKAPA U,
2021).

Masalah ketiadaan NIK menjadi kendala bagi
masyarakat adat dan kelompok rentan dalam
mengakses vaksin COVID-19. Sejumlah masyarakat
adat dan kelompok rentan yang tidak memiliki NIK
mengalami kendala dalam hal legal prosedural,
seperti agama/kepercayaan yang belum diakui,
status sebagai pencari suaka/pengungsi, tidak
memiliki bukti domisili tetap, dan sebagainya (CISDI
dan PUSKAPA Ul, 2021).

Intervensi vaksinasi COVID-19 terhadap kelompok
tanpa NIK mayoritas baru terjadi ketika sudah ada
Surat Edaran dari Kemenkes. Hanya terdapat satu
praktik baik kepemimpinan daerah yang kami

temui yang mana dinas kesehatan provinsi berani
memberikan akses vaksin COVID-19 kepada
penghuni lapas tanpa NIK sebelum Surat Edaran dari
Kemenkes terbit.

‘Kami dinas kesehatan provinsi mengambil

alih tanggung jawab vaksinasi COVID-19 dari
dinas kesehatan kabupaten/kota yang tidak
berani memberikan akses vaksin COVID-19
kepada penghuni lapas tanpa NIK. Kami catat
secara manual terlebih dahulu, kami lakukan
karena khawatir virus akan semakin menyebar.”
(Perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi)

© Rendahnya transparansi rantai distribusi vaksin
CovID-19

Penentuan sasaran vaksinasi COVID-19 dipengaruhi
oleh aktor-aktor yang terlibat dalam proses
distribusi vaksin COVID-19, terutama dalam konteks
Indonesia, tidak ada kerangka hukum yang dapat
mendefinisikan secara operasional dan mengatur
tata laksana penjangkauan vaksinasi COVID-19
terhadap kelompok rentan.

Rantai distribusi vaksin COVID-19 lebih kompleks
daripada yang telah diatur dalam kebijakan. Untuk
mendukung percepatan vaksinasi COVID-19,
Presiden Joko Widodo memberikan arahan agar
vaksin didistribusikan 50% kepada dinas kesehatan
daerah, 25% kepada Tentara Nasional Indonesia
(TNI), dan 25% kepada Kepolisian RI (Polri)
(Kemenko Perekonomian, 2021).

Proses distribusi yang dilakukan oleh TNI maupun
Polri memiliki tingkat transparansi yang rendah.
Lapor COVID-19 (2022) menemukan bahwa
pelibatan organisasi lain dalam rantai distribusi
vaksin COVID-19 selain dinkes menimbulkan
masalah. Terdapat risiko miskoordinasi yang besar
yang menyebabkan dinkes tidak mengetahui jumlah
vaksin yang didapatkan oleh organisasi lain selain
dinkes itu sendiri.

Alih-alih ikut mempercepat vaksinasi, pelibatan
TNI-Polri di beberapa daerah justru menyebabkan
persoalan lain muncul. Pada Juli 2021, stok

vaksin di Kota Semarang menipis yang memaksa
sejumlah layanan vaksinasi yang sebelumnya dibuka
kemudian ditutup. Diketahui bahwa alokasi vaksin
dari Pemerintah Pusat di daerah tersebut adalah
sekitar 500.000 dosis per pekan, namun 60-65%

di antaranya didistribusikan melalui pintu TNI-Polri
(Solopos, 2021).

Persoalan transparansi rantai distribusi vaksin
COVID-19 tidak berhenti dengan adanya pelibatan
TNI-Polri. Pada praktiknya, Badan Intelijen Negara
(BIN) dan partai politik turut terlibat dalam distribusi
vaksin COVID-19, meskipun tidak dimandatkan oleh
regulasi maupun arahan presiden. Keterlibatan partai
politik menimbulkan bias politik yang begitu besar
dalam proses distribusi, menyebabkan terjadinya
perubahan makna vaksin sebagai barang publik
menjadi komoditas politik.

Gambar 5.1 menunjukkan rantai distribusi vaksin
COVID-19 di Indonesia seperti yang tertera di
dalam Permenkes No. 7 Tahun 2023 tentang
Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam
Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19.
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Biofarma yang mendapatkan mandat distribusi
dapat melakukan distribusi melalui dinas kesehatan
provinsi terlebih dahulu, dan akan didistribusikan
oleh dinas kesehatan provinsi, ke kabupaten/kota,
dan ke fasilitas pelayanan kesehatan; atau langsung

RI

melalui dinas kesehatan kabupaten/kota atau
fasyankes. Sementara gambar 5.2 menggambarkan
secara sederhana rantai distribusi vaksin riil dalam
implementasi yang terjadi selama program vaksinasi
COVID-19 nasional.

Kepolisian

Kemenkes RI

Dinkes
Kab/Kota

Dinkes

Provinsi

Badan
Intelijen
Negara

Partai
Politik

= perintah distribusi

= distribusi

Gambar 5.1 Rantai distribusi vaksin COVID-19 berdasarkan Permenkes No. 7
Tahun 2023 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka

Penanggulangan Pandemi COVID-19

Fasyankes

Kemenkes RI

: Perintah Distribusi

: Distribusi

Dinkes
Kab/Kota

Dinkes

Biofarma .
Provinsi

: Distribusi Dalam Rangka Percepatan Vaksinasi

Gambar 5.2 Gambaran rantai distribusi vaksin COVID-19 berdasarkan
pemantauan media

l

Fasyankes
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Lila Sari melalui media New Mandala (2021)
menyebutkan bahwa berdasarkan pernyataan dari
sejumlah responden dan pemberitaan di media,
partai politik dapat mengajukan alokasi vaksin
COVID-19 dari Kemenkes.

Sebagai contoh, di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah,
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
mendapatkan stok vaksin sejumlah 1.250 dosis
dari Kemenkes, 250 dosis lebih banyak daripada
yang diminta oleh partai tersebut, yang kemudian
digunakan untuk menyelenggarakan vaksinasi
massal yang sekaligus mempromosikan tokoh
lokal, yakni anggota parlemen nasional dari daerah
tersebut, Tuti Nusandari Rusdiono. Acara tersebut
bahkan hanya menghadirkan dinkes setempat
sebagai “pemantau” (Gatra, 2021).

Melalui gambar 5.3 jelas bahwa partai politik tidak
mendistribusikan vaksin COVID-19 mereka di
tempat-tempat yang cakupan vaksinasi COVID-19
dan kapasitas rendah. Sebaliknya, secara umum,
mereka mendistribusikan vaksin COVID-19 di
Jawa, khususnya Jakarta dan Jawa Barat, di mana
pelaksanaan vaksinasi COVID-19 berjalan relatif
lebih efektif. Argumen bahwa kampanye partai
politik membantu mencapai kekebalan kelompok

Total

‘ﬁm‘.

(herd immunity) dan menjangkau daerah-daerah
yang paling membutuhkan vaksin adalah lemah
(New Mandala, 2021).

Meskipun tidak ada data terbaru mengenai
persebaran distribusi vaksin COVID-19 oleh partai
politik, gambar 5.3 telah dapat merepresentasikan
gambaran umum distribusi vaksin COVID-19

tahap Il - yang menjadikan kelompok rentan dan
masyarakat umum sebagai sasaran utama - oleh
partai politik. Keterlibatan partai politik dalam
distribusi vaksin COVID-19 selama tahap Il telah
terbukti tidak membantu akses vaksinasi COVID-19
yang setara di Indonesia.

Melalui gambar 5.2, kami berusaha memetakan
rantai distribusi vaksin COVID-19 di tengah
rendahnya transparansi distribusi vaksin COVID-19.
Pada realitasnya, rantai distribusi vaksin COVID-19
mungkin lebih kompleks dari yang telah kami
petakan, pasalnya terdapat dugaan aktor lain seperti
organisasi masyarakat yang juga mendapatkan
alokasi vaksin COVID-19 (Tirto, 2021) dan dugaan
sejumlah partai politik yang mendapatkan alokasi
vaksin bukan hanya dari Kemenkes, tetapi melalui
Pemerintah Daerah, TNI, maupun Polri (New
Mandala, 2021).

fEEEEEEn
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« Wk

Sumber: New Mandala (2021)

Gambar 5.3. Peta distribusi vaksin COVID-19 oleh partai politik dalam
rentang waktu Maret-September 2021
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O Tidak semua Daerah memiliki regulasi
setingkat Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota
yang mengatur mengenai teknis pelaksanaan
vaksinasi COVID-19 di daerah mereka

Hanya 1 dari 12 daerah yang memiliki regulasi
setingkat Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota yang
mengatur mengenai teknis pelaksanaan vaksinasi
COVID-19 di daerah mereka. Regulasi di tingkat
daerah pada dasarnya penting untuk secara lebih
teknis menerjemahkan pelaksanaan program
vaksinasi COVID-19 sesuai konteks daerah masing-
masing. Ketiadaan mekanisme honor tim vaksinator
yang jelas hingga lemahnya pelibatan masyarakat
sipil dan komunitas setempat menjadi lazim
ditemukan di daerah-daerah yang menjadi fokus
studi kami. Sedangkan daerah yang memiliki regulasi
tersebut, yakni DKI Jakarta melalui Peraturan
Gubernur No. 61 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan
Vaksinasi Program COVID-19, memiliki pelibatan
masyarakat sipil dan komunitas, hingga sistem

data vaksinasi COVID-19 yang meskipun tidak
sempurna, = lebih baik karena mampu mendorong
inovasi. Selain itu, Provinsi Bali memiliki Peraturan
Gubernur No. 29 Tahun 2021 tentang Honorarium
Tim Vaksinasi COVID-19 yang mengatur dan
mewajibkan Provinsi Bali untuk memberikan
honorarium terhadap tenaga vaksinator.

“Provinsi kami memiliki peraturan gubernur
yang mengatur pelaksanaan vaksinasi dengan
empat inovasi: (i) memakai aplikasi untuk
pendaftaran vaksinasi; (i) melakukan dashboard
visualisasi capaian (termasuk kelompok rentan
yang contohnya meliputi ibu hamil dan lansia)
per RW bersama disdukcapil dan diskominfo,
serta melibatkan lintas OPD (Organisasi
Perangkat Daerah) untuk membantu verifikasi
untuk sasaran vaksinasi; dan (iii) keterlibatan
Forkopimda yang mengizinkan partisipasi
pasukan akar rumput baik di tingkat Rukun
Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), dan kader
kesehatan untuk menciptakan capaian vaksinasi
yang baik.” (Perwakilan Dinas Kesehatan
Provinsi)

Sejumlah daerah memiliki kebijakan dalam bentuk
Instruksi Gubernur dan Surat Edaran dalam
mengatur vaksinasi COVID-19 dan pembatasan
kegiatan masyarakat. Namun, umumnya kebijakan
tersebut lebih normatif, menekankan percepatan
vaksinasi COVID-19 yang harus tetap dilakukan.
Sekalipun lebih teknis, Surat Edaran juga tidak
memiliki kekuatan hukum yang cukup tinggi.

© Desain kebijakan yang tidak memberikan
dukungan optimal kepada tenaga vaksinator
selaku garda terdepan dalam memastikan
akses vaksin COVID-19 yang adil terhadap
kelompok rentan

Banyak dari tenaga kesehatan di puskesmas harus
memikul beban ganda, yang mana selain harus
menjalankan tugas pokok sebagai dokter, perawat,
maupun tenaga promosi kesehatan, mereka juga
harus menjadi tenaga vaksinator di berbagai tempat
(tidak hanya di puskesmas).

Sedangkan, penghargaan terhadap tenaga
vaksinator dirasa kurang memadai. Bagian
pembiayaan akan menjabarkan bagaimana sejumlah
daerah tidak memiliki anggaran insentif tenaga
vaksinator yang mana hal tersebut bermuara dari
kebijakan di tingkat pusat yang memandang insentif
tenaga vaksinator sebagai sesuatu yang opsional.

“Vaksinasi COVID-19 adalah bagian dari
strategi pengendalian pandemi COVID-19
secara cepat dan untuk pemulihan semua
sektor pembangunan, maka pemberian honor
bagi tim vaksinasi dapat dipertimbangkan
untuk diberikan.” (Kepmenkes No. HK.01.07/
MENKES/4241/2021 tentang Petunjuk Teknis
Perencanaan Penganggaran Pelaksanaan
Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan
Pandemi COVID-19 Bersumber Dana Alokasi
Umum dan Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran
2021)

Ketidakberpihakan terhadap beban ganda yang
diemban oleh banyak tenaga kesehatan di tengah




Center For Indonesia’s Strategic
Development Initiatives (CISDI)

Kajian Kebijakan Studi Inklusivitas Program Vaksinasi

Covid-19 Pada Masyarakat Adat Dan Kelompok Rentan 44

tekanan untuk melaksanakan percepatan vaksinasi
COVID-19 berpengaruh terhadap motivasi mereka
untuk memastikan akses vaksin COVID-19 yang adil.

“Ya nggak dapet insentif berupa uang, semoga
dapat di akhirat.” (Perwakilan Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota)

“Teman-teman tim vaksinator kami benar-benar
Jjatuh bangun, sampai begadang dan stress,
banyak yang mau mundur juga karena mereka
kerja lebih, sedangkan tim sebelah (penanganan
COVID-19) mendapatkan insentif, tetapi kami
tim vaksinator tidak, itu kan menimbulkan
gesekan dan kecemburuan sosial.” (Perwakilan
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota)

@ Dugaan penyimpangan dan korupsi dana
pelaksanaan program vaksinasi COVID-19

Penyimpangan dan korupsi dana operasional

pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dapat memiliki
dampak yang merugikan terhadap penjangkauan

Pembiayaan Program Vaksinasi COVID-19 ;o

vaksinasi COVID-19, terutama bagi kelompok
rentan yang membutuhkan sumber daya ekstra
melalui pendekatan afirmatif. Sepanjang tahun
2021, Lapor COVID-19 menerima setidaknya 71
laporan warga yang terkait penyimpangan dan
penyalahgunaan pelaksanaan program vaksinasi
COVID-19, di mana sebagian besar (27 laporan)
diduga melibatkan oknum petugas hingga
pejabat atau kepala daerah yang memiliki akses
secara langsung terhadap distribusi vaksin (Lapor
COVID-19, 2022).

Dana operasional pelaksanaan program vaksinasi
COVID-19 tidak luput dari persoalan korupsi.
Sepanjang tahun 2021 hingga 2023, terdapat
dugaan korupsi dana operasional pelaksanaan
vaksinasi COVID-19 di Provinsi Sumatera Utara
(Kompas, 2021); Kota Ternate, Maluku Utara
(Antaranews, 2022); Kabupaten Sarolangun, Jambi
(Tribun Sarolangun, 2023); Kabupaten Flores
Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) (Tribunnews
Kupang, 2023); dan Kabupaten Manggarai Timur,
Nusa Tenggara Timur (Garda NTT, 2023).

@ Perencanaan Penganggaran Program
Vaksinasi COVID-19

A Proses Perencanaan Penganggaran

Setiap daerah memiliki proses dan alur perencanaan
penganggaran yang berbeda, sesuai dengan
kapasitas dan kebijakan daerah masing-masing.
Sebagian besar daerah yang masuk ke dalam lokasi
penelitian menyusun anggaran tersendiri untuk
program vaksinasi COVID-19, tetapi terdapat daerah
yang tidak menganggarkan untuk program vaksinasi
COVID-19 secara khusus, melainkan digabung
dengan anggaran untuk imunisasi rutin/program.

3750

65 % 2434 : .
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Pada umumnya dinas kesehatan berkoordinasi
dengan BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah) dalam melakukan perencanaan
penganggaran program vaksinasi COVID-19.

‘perencanaan penganggaran mengikuti kaidah-
kaidah penganggaran baik dari peraturan
kementerian keuangan maupun dari Peraturan
Gubernur untuk penganggaran APBD jadi

semuanya kami berpedoman pada itu terutama
kami juga berpedoman pada PMK" (Perwakilan
Dinas Kesehatan Provinsi)

Terkait dengan proses perencanaan penganggaran
program vaksinasi COVID-19, terdapat berbagai
peraturan yang telah dikeluarkan pemerintah yang
dapat memberikan pedoman bagi daerah dalam
melakukan penyusunan anggaran (Tabel 5.2).

Tabel 5.2 Tabel Regulasi Pemerintah terkait Penganggaran Program

Vaksinasi COVID-19

Regulasi Temuan

Keputusan Menteri Kesehatan Rl Nomor
HK.01.07/MENKES/4638/2021 Tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi
dalam Rangka Penanggulangan Pandemi
COVID-19.

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor
185/ PMK 02/ 2020 Tentang Pengelolaan
Anggaran dalam Rangka Penanganan
Pandemi COVID-19 Dan Atau Program
Pemulihan Ekonomi Nasional.

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor
24/ PMK 02/ 2022 Tentang Pengelolaan

Anggaran dalam Rangka Penanganan

Pandemi COVID-19 Dan Program Pemulihan

Ekonomi Nasional (Pen)

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 10

Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi

dalam Rangka Penanggulangan Pandemi
COVID-19

Keputusan Menteri Kesehatan Rl Nomor
HK.01.07/MENKES/4638/2021 Tentang

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi dalam
Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19

Perencanaan kebutuhan vaksinasi COVID-19 disusun dengan memperhitungkan
data dasar (jumlah sasaran, fasilitas pelayanan kesehatan/pos pelayanan vaksinasi,
tenaga pelaksana, kebutuhan vaksin, peralatan pendukung dan logistik), baik untuk
vaksinasi program maupun vaksinasi gotong royong (Kemenkes, 2021).

Pembahasan terkait Vaksinasi COVID-19 belum ada.

Berdasarkan kebijakan dan strategi penanganan pandemi COVID-19 dan Program
PEN, penanganan COVID-19 dan Program PEN pada sektor kesehatan memiliki
subsektor vaksinasi yang tidak terbatas untuk pengadaan, distribusi, pelaksanaan,

dan dukungan lainnya. (Kemenkeu, 2022).

Pendanaan pelaksanaan vaksinasi program dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
(Kemenkes, 2021).

Pendanaan pelaksanaan kegiatan vaksinasi program bersumber dari APBN
(Dekonsentrasi, DAK non fisik/BOK), APBD dan sumber lain yang sah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Penggunaan anggaran operasional
pelaksanaan vaksinasi merujuk pada Keputusan Menteri yang menetapkan tentang
petunjuk teknis perencanaan penganggaran pelaksanaan vaksinasi dalam rangka
penanggulangan pandemi COVID-19 bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU)
dan Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun Anggaran 2021 (Kemenkes, 2021).
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Regulasi Temuan

Keputusan Menteri Kesehatan

Republik Indonesia Nomor HK.01.07/
MENKES/4241/2021 Tentang Petunjuk
Teknis Perencanaan Penganggaran
Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka
Penanggulangan Pandemi COVID-19
Bersumber Dana Alokasi Umum dan Dana

Bagi Hasil Tahun Anggaran 2021.

Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor
HK.01.07/MENKES/1112/2022 Tentang
Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya
Pelayanan Pasien COVID-19.

Sudah terdapatnya berbagai Peraturan Menteri
Keuangan dan Menteri Kesehatan beserta
turunannya berupa petunjuk teknis bahkan

sudah terdapat petunjuk teknis perencanaan
penganggaran pelaksanaan vaksinasi (Keputusan
Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
HK.01.07/MENKES/4241/2021) yang didalamnya
terdapat penjelasan terkait komponen-komponen
pembiayaan yang dapat dianggarkan seharusnya
dapat menjadi acuan dan pedoman bagi pemerintah
daerah yang dalam hal ini dinas kesehatan baik
pada level provinsi maupun kabupaten/ Kota

untuk menyusun anggaran khusus program
vaksinasi COVID-19. Namun, pada kenyataan di
lapangan, masih terdapat dinas kesehatan yang
tidak menyusun anggaran khusus untuk vaksinasi
COVID-19 dan hanya tergabung dengan anggaran
penanganan COVID-19, bahkan ada daerah yang
mengambil anggaran dari program vaksin/imunisasi
rutin. Hal ini dikarenakan tidak adanya kebijakan dari
pemerintah pusat yang secara spesifik memberikan
instruksi untuk melakukan perencanaan anggaran
khusus untuk kegiatan vaksinasi COVID-19.
Ketiadaan kebijakan ini berdampak pada
perencanaan yang kurang optimal yang tidak
mencantumkan komponen anggaran untuk
vaksinasi COVID-19 sejak awal proses penyusunan
anggaran.

“Jadi ini seluruh kegiatan untuk program
imunisasi rutin Puskesmas ini untuk kegiatan

Dukungan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 untuk pemerintah daerah provinsi
dilaksanakan oleh dinas kesehatan provinsi. Dukungan pelaksanaan vaksinasi
COVID-19 untuk pemerintah daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh dinas
kesehatan kabupaten/kota (Kemenkes, 2021).

Juknis Klaim COVID-19 juga digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan
penggantian biaya pelayanan kasus kejadian ikutan pasca vaksinasi COVID19
(Kemenkes, 2022).

vaksinasi dan imunisasi, jadi memang agak sulit
kalau saya hanya menghitung untuk vaksin
COVID-nya saja.” (Perwakilan Dinas Kesehatan
Kabupaten/ Kota)

"Dari segi anggaran sebenarnya kan dari
awal pelaksanaan vaksinasi memang tidak
ada khusus, itu kami ambil 2021-2022 itu
dari monitoring kasus pengendalian dan
penanganan COVID-19 itu.. dari pusat
komponennya memang tidak ada untuk
vaksinasi.” (Perwakilan Dinas Kesehatan
Kabupaten/ Kota)

Terkait dengan adanya peraturan yang berjenjang
tentu dibutuhkan koordinasi dari berbagai

pihak dalam penyusunan anggaran program
vaksinasi COVID-19. Terdapat daerah yang

aktif dan rutin melakukan koordinasi sehingga
dapat mengkomunikasikan apabila terdapat
kekurangan anggaran atau komponen yang belum
dapat tercakup, ada pula daerah yang memang
anggarannya sudah ditentukan jumlahnya kemudian
oleh bagian pelayanan vaksin COVID-19 yang akan
membaginya sesuai anggaran yang tersedia.

“Jadi kalau ketersediaan anggaran itu kan kita harus
koordinasi juga dengan apa aturan-aturan regulasi
yang di BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah). Jadi ada regulasi pada saat itu juga
kami koordinasi dengan inspektorat Bu untuk apa
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satuan-satuan apa yang bisa dibayarkan secara
keseluruhan baik untuk distribusi, lalu untuk apa -
untuk apa itu, keseluruhan pembiayaan vaksin itu.
Kalau untuk satuannya itu tunggu dari BPKAD apa
menu-menu apa itu coding nya Bu, jadi tinggal
menyesuaikan dengan standar satuan harganya.”
(Perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi)

‘karena Pemkab sudah mengalokasikan
sekian maka jumlah itulah yang kita gunakan
untuk program vaksinasi”. (Perwakilan Dinas
Kesehatan Kabupaten/ Kota)

*kalau proses penyusunan anggaran nya

kita dari dari sejumlah sekian dari jumlah
satuan ini dibagi berapa. Anggaran berasal
dari Pemda dinas kesehatan mendapatkan
dana BTT sekian jadi sudah dipatok segitu
setiap tahunnya”.(Perwakilan Dinas Kesehatan
Provinsi)

Pada proses penyusunan anggaran, idealnya
melibatkan berbagai pihak yang akan terlibat
dalam pelaksanaan program. Namun, pada
kenyataan di lapangan, di sebagian besar daerah
penentuan dan perencanaan anggaran untuk
program vaksinasi ini hanya melibatkan dinas
kesehatan dan pemerintah daerah, dan hanya
sedikit yang melibatkan puskesmas. Tidak ada
forum diskusi dengan perwakilan masyarakat dan
organisasi dalam penyusunan anggaran program
vaksinasi COVID-19 sehingga masukan atau input
terkait anggaran program vaksinasi COVID-19 ini
juga terbatas yang ditampung dan direalisasikan.

‘enggak melibatkan instansi di luar itu
memang lingkupnya dinas kesehatan gitu.”
(Perwakilan Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota)

‘kebijakan kepala seksi dan kepala bidang
sama bagian perencanaan. tidak ada
(keterlibatan pihak luar) karena memang ini
kan hanya apa namanya ya untuk tim vaksinasi
ya. Kalau vaksinnya maksudnya kan gratis dari
pusat begitu”. (Perwakilan Dinas Kesehatan
Provinsi)

‘untuk penganggarannya memang murni
dianggarkan dan disusun oleh dinas kesehatan
mungkin dengan input dari Puskesmas apabila
memang tadi seperti kita membutuhkan
komponen makan minum ini penting dan lain
sebagainya.” (Perwakilan Dinas Kesehatan
Kabupaten/ Kota)

Banyak faktor, termasuk kerangka regulasi,

yang mempengaruhi proses penyusunan
anggaran terlebih di masa krisis dan dengan
sistem desentralisasi karena bergantung kepada
kapasitas dan kebijakan daerah masing-masing.
Namun, karena anggaran ini merupakan modal
dasar dalam terlaksananya sebuah program,
tentu saja dibutuhkan komitmen tinggi, pelibatan
masyarakat sipil, dan juga koordinasi berbagai
pihak agar perencanaan optimal dan anggaran
vaksinasi COVID-19 cukup sehingga proses
pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dapat berjalan
baik. Pengawasan rutin yang berjenjang juga
sangat dibutuhkan untuk memastikan perencanaan
anggaran berjalan dengan baik dan implementasi
program vaksinasi COVID-19 yang setara.

B Sumber dan Pengelola Anggaran

Sumber anggaran utama yang digunakan dinas
kesehatan baik provinsi maupun kabupaten kota
untuk distribusi maupun pelaksanaan program
vaksinasi COVID-19 pada umumnya berasal dari
APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).
Pada tabel 5.3 berikut menyajikan informasi terkait
sumber anggaran dari berbagai daerah yang
menjadi lokasi studi ini.

Pada tabel 5.3 didapatkan informasi bahwa selain
dana yang bersumber dari APBD, beberapa daerah
pada pelaksanaan program vaksinasi COVID-19 juga
menggunakan sumber anggaran dari BTT, DAK-Non
Fisik, hingga penggunaan dana Otsus.

‘2022 itu memang kan tidak ada lagi
perpanjangan surat mengenai kami boleh me-
refocusing DAU, untuk merencanakan dari awal
sejumlah anggaran yang sama dengan 2021 itu
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tidak ada kewenangan kami, sehingga sumber
anggarannya kemudian diambil dari BTT.”
(Perwakilan dinas kesehatan provinsi)

Terdapat juga dinas kesehatan yang mendapat
bantuan dari pihak luar seperti bank, organisasi
donor internasional, TNI, POLRI, dan lain-lain, dalam
proses implementasi program vaksinasi COVID-19,
tetapi mekanisme pengelolaan anggarannya dikelola
sendiri oleh pihak luar tersebut.

‘kalau biaya khusus kayaknya sih tidak ada
(sumber dana dari luar/ donor), tetapi kami
diundang itu tim vaksin diundang oleh misalnya
Bl (Bank Indonesia). Kadang juga pelaku
pariwisata kadang juga. Jadi kami yang hadir
sebagai tim vaksin di mana kami diberikan
transportasi, diberikan makan minum seperti
itu sih bentuk dari pelaksanaan vaksin. Tapi

waktu 2021 lebih banyak Mbak jadi misalnya
nih mall gitu mengundang kami itu vaksin
untuk melakukan vaksinasi, di sana difasilitasi
berupa makan siang, jadi keterlibatan pihak
swasta seperti itu."(Perwakilan Dinas Kesehatan
Provinsi)

"UNICEF bikin pertemuan-pertemuan untuk
kabupaten kota membahas cakupan vaksin
antaranya. WHO bantuin itu tenaga untuk
input di aplikasi SMILE itu ada. Jadi itu UNICEF
bikin acara di hotel yang dikelola sendiri lewat
perantara lembaga lokal. ya jadi narasumber
kami dibayarin, kalau kita perjadin mereka
bayarin, makan bayarin.” (Perwakilan Dinas
Kesehatan Provinsi)

Untuk pendanaan yang bersumber dari APBN dan
APBD pada umumnya semuanya dikelola secara

Tabel 5.3 Tabel Sumber Anggaran Program COVID-19 dari Berbagai Daerah

Sumber Anggaran

Dinas Kesehatan Provinsi

Provinsi Bali APBD (Refocusing DAU)

Provinsi DKI Jakarta APBD + DAK-Non Fisik

Provinsi Sulawesi Tengah APBD
Provinsi Lampung APBD
Provinsi Maluku BTT
Provinsi Papua BTT

Dinas Kesehatan Kabupaten Kota

Kabupaten Gianyar BOK/DAK-Non Fisik **

Kota Jakarta Selatan APBD
Kabupaten Sigi DAU
Kabupaten Tanggamus APBD
Kabupaten Seram Bagian Barat APBD + DAK

Kota Jayapura
Khusus (Otsus)

* Tidak ada lagi penganggaran khusus program vaksinasi COVID-19

** Anggaran tidak secara khusus ada untuk program vaksinasi COVID-19,

Refocusing DAU + DID Dana Otonomi

BTT *
APBD APBD
APBD *
APBD *
BTT *
BTT *
BOK/DAK-Non Fisik ** *
APBD APBD
DAU + DID *
APBD + DAK-Non Fisik *
DAK + DID *
BOK/DAK-Non Fisik *

diambilkan dari program vaksin reguler/ gabung dengan penanganan COVID-19

Sumber : Data dari dinas kesehatan yang diolah tim peneliti
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internal oleh dinas kesehatan. Sedangkan kegiatan
dukungan program vaksinasi COVID-19 yang
sumber pendanaannya yang berasal dari pihak luar,
pendanaan juga dikelola sendiri oleh pihak tersebut.
Dinamika yang ditemukan di lapangan seputar
sumber pendanaan ini diantaranya adalah adanya
hambatan koordinasi yang menyebabkan lembaga
donor seperti BUMN tidak dapat dengan mudah
memberikan bantuannya. Hal ini salah satunya
dikarenakan karena terbentur kebijakan vaksin
yang belum mengakomodir penggunaan vaksin
gotong royong untuk booster vaksin program dan
hambatan lain adalah terkait pemerintah daerah
yang dirasa kurang kooperatif dan kurang memiliki
komitmen untuk meningkatkan cakupan vaksin
COVID-19.

“Jadi kami di koalisi dan filantropi koalisi vaksin
itu beberapa kali didatangi oleh Kimia Farma dan
ada juga BUMN yang mengajak kerjasama untuk
percepatan vaksinasi. Mereka menyediakan
vaksin. Mereka menyediakan bahkan sampai ke
ini ya dukungan operasional. Nah ini di tengah-
tengah minimnya pendanaan itu ternyata

nggak dilihat sebagai peluang kita udah udah
coba maksimalkan upaya itu tapi kemudian
terbentur pada kebijakan PCare (Primary Care).”
(Perwakilan organisasi masyarakat sipil)

“Tapi banyak juga pemerintah daerah yang
tidak melihat dan memahami esensi dan
urgensi vaksinasi. Ada dinkes yang tetap ngotot
pelaksanaan vaksinasi tetap di puskesmas. Ada
juga yang ketika kami menghubungi dinkesnya
untuk berkoordinasi awak kami diminta datang
langsung, padahal kan ini kondisi COVID."”
(Perwakilan organisasi masyarakat sipil)

“Pihak dinas juga kadang-kadang harus
diberikan apa yang pemahaman bahwa kerja
kerja ini adalah kerja koordinasi dan tidak bisa
berdiri sendiri. Jadi mungkin ini tiba-tiba datang,
O ini NGO (Non-Governmental Organization),
ini LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat),
padahal kita hadir dengan latar belakang ingin
berkoordinasi. Mereka santai-santai saja ketika

vaksin overlimit, yang butuh vaksin itu mereka,
masyarakat, bukan kami katanya.” (Perwakilan
organisasi masyarakat sipil)

Terkait dengan keterbatasan sumber anggaran
untuk program vaksinasi ini tentu akan menjadi
salah satu alternatif yang baik untuk dapat bekerja
sama dan berkoordinasi dengan pihak swasta
maupun masyarakat sipil. Untuk dapat mencapai
koordinasi yang baik diperlukan dukungan kebijakan
dan adanya diskusi rutin yang melibatkan baik
pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga
donor, BUMN, dan kelompok masyarakat sipil
sehingga berbagai hambatan dapat dikomunikasikan
dan mendapat solusi yang sesuai.

® Tren Anggaran Program Vaksinasi COVID-19

Tren penganggaran program vaksinasi COVID-19

di berbagai daerah menunjukkan hal yang serupa,
yaitu mayoritas mengalami penurunan dari tahun
2021 ke tahun 2022, dimana pada tahun 2023 sudah
tidak lagi menganggarkan khusus untuk program
vaksinasi COVID-19. Tabel 5.3 menyajikan hasil dari
pengumpulan data dari beberapa dinas kesehatan
terkait besar anggaran program vaksinasi COVID-19
dan realisasinya di berbagai daerah yang menjadi
lokasi penelitian..

Tabel 5.4 menunjukkan bahwa pada tahun 2021,
provinsi dengan anggaran program vaksinasi
COVID-19 tertinggi adalah DKI Jakarta (208 M;
Rp22.169 per kapita) dan terendah adalah Maluku
(302 juta; Rp188 per kapita). Untuk tahun 2022,
Provinsi Maluku menjadi provinsi dengan alokasi
anggaran tertinggi (2,5 M; Rp1.580 per kapita) dan
terendah Provinsi Bali (38,3 juta; Rp 10 per kapita).
Sedangkan pada tahun 2023, hanya Provinsi DKI
Jakarta saja yang masih menganggarkan khusus
untuk program vaksinasi COVID-19. Kemudian
apabila ditinjau lebih dalam hingga pada realisasi
anggaran, Provinsi Lampung menjadi satu-satunya
provinsi yang penyerapannya mencapai 100%
pada tahun 2021 dan 2022. Terkait data realisasi
anggaran untuk Provinsi DKI Jakarta, tidak dapat
diketahui secara pasti persen realisasinya karena
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sistem penganggaran di Dinas Kesehatan DKI
Jakarta berbeda dari wilayah lain, yaitu perencanaan
anggaran dilakukan oleh dinas kesehatan, tetapi
pelaksanaan atau realisasinya dikelola oleh

suku dinas kesehatan. Pada tabel 4.3 tersebut

angka realisasi DKI Jakarta merupakan realisasi

dari komponen anggaran yang dipegang dinas
kesehatan provinsi saja.

DKI Jakarta pada tahun 2021 menjadi provinsi
dengan anggaran tertinggi dibandingkan 5 provinsi
lainnya, selain memiliki kapasitas fiskal yang tinggi,
juga dikarenakan jumlah penduduk dan kasus positif
COVID-19 DKI Jakarta menjadi yang tertinggi.
Jumlah penduduk DKI Jakarta yang sebesar 9,3
juta penduduk, dengan mobilitas yang tinggi
membuat jumlah kasus COVID-19 DKI Jakarta pada
tahun 2020 menjadi yang tertinggi secara nasional
dengan 183.735 kasus atau setara dengan 24,72%
dari total kasus nasional (Katadata.co.id, 2021). Hal
ini membuat DKI Jakarta menjadi wilayah prioritas
untuk program vaksinasi COVID-19, terlihat dari
anggaran per kapita DKI menjadi yang paling tinggi
juga yaitu sebesar Rp22.169 di tahun 2021. Secara
kumulatif pun hingga tahun 2023, DKI Jakarta

telah melebihi target capaian vaksinasi COVID-19,
yaitu sebesar 116,7%, karena melayani tidak hanya
penduduk Jakarta, tetapi juga warga pendatang
yang tinggal atau berkunjung ke Jakarta.

Provinsi Maluku pada tahun 2021 menjadi provinsi
yang memiliki anggaran total vaksinasi dan
anggaran per kapita terendah karena memang
hanya menganggarkan untuk komponen distribusi
vaksin COVID-19 saja dan tidak ada komponen-
komponen pendukung lain seperti insentif
vaksinator. Jumlah sasaran vaksin Provinsi Maluku
jika dibandingkan 5 provinsi lain, juga menjadi yang
terendah yaitu sebesar 1,6 juta penduduk. Hal ini
berhubungan dengan jumlah kasus COVID-19
sepanjang tahun 2020 di Provinsi Maluku sebanyak
5.754 kasus yang relatif rendah dibanding provinsi
padat penduduk (malukuterkini.com, 2021). Namun,
pada tahun 2022, justru provinsi dengan anggaran
perkapita tertinggi adalah Maluku dikarenakan
adanya penambahan besaran anggaran yang

signifikan pada komponen distribusi vaksinasi
COVID-19. Kemungkinan genjotan anggaran ini juga
dikarenakan masih rendahnya capaian vaksinasi di
Provinsi Maluku dengan berbagai tantangannya.

Sedangkan untuk daerah lain, yang mayoritas
mengalami banyak penurunan anggaran pada tahun
2022 dikarenakan program vaksinasi sudah gencar
dilakukan sepanjang 2021 dan kasus COVID-19
sudah mulai berkurang. Pada anggaran Dinas
Kesehatan Maluku sendiri jika ditinjau dari realisasi
anggaran, hanya sebesar 31,6-35,3% anggaran

yang dapat direalisasikan di tahun 2021-2022, dan
realisasi ini adalah yang terendah dibandingkan
dengan 5 provinsi lainnya. Sedangkan terkait dengan
cakupan vaksinasi COVID-19, Provinsi Maluku
menjadi salah satu provinsi yang cakupannya

masih di bawah 50%. Lain halnya dengan Provinsi
Papua yang memiliki capaian terendah vaksinasi
(23,5%). Papua memiliki anggaran 8,9M (Rp3.066
per kapita) di tahun 2021 dengan realisasi yang
cukup baik (71,6%), tetapi mengalami penurunan
anggaran secara signifikan di tahun 2022 dan tidak
dianggarkan pada tahun 2023.

Cakupan tingkat kabupaten/kota hanya Kota Jakarta
Selatan (140%) dan Kabupaten Gianyar (90,4%) yang
telah mencapai target cakupan vaksinasi. Sedangkan
4 kabupaten/kota lainnya masih dibawah target
70%. Kota Jakarta Selatan pada tahun 2021 menjadi
kota dengan anggaran program vaksinasi COVID-19
tertinggi sebesar Rp52,7 Miliar (Rp26.566 per kapita),
begitupun dengan jumlah sasaran vaksinasi kota
Jakarta Selatan yang juga tertinggi dibanding 5
kabupaten/kota yang lain dengan 1,9 juta penduduk
dengan mobilitas penduduk yang juga tinggi. Selain
itu, Jakarta secara umum juga banyak melayani
penduduk kota sekitar Jakarta dan penduduk non-
Jakarta yang bekerja atau berkunjung ke Jakarta,
sehingga capaian vaksinasi pun bisa mencapai
target lebih dari 100%.

Kabupaten Seram Bagian Barat memiliki cakupan
vaksinasi di bawah 30% hingga tahun 2023. Data
anggarannya menunjukkan anggaran vaksinasi
2021 sebesar 71 juta (Rp 386 per kapita) yang naik
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hingga empat kali lipat di tahun 2022 sebesar 289
juta (Rp1.576 per kapita), dan tidak dianggarkan

di tahun 2023. Kenaikan anggaran di tahun 2022
kemungkinan dilakukan untuk meningkatkan
percepatan capaian vaksinasi. Dengan tantangan
geografis dan lainnya, Kabupaten Seram Barat

Tabel 5.4 Tabel Besaran dan Realisasi Anggaran Program Vaksinasi COVID-19 dari

Kabupaten
Tanggamue

Anggaran
Anggaran | per Kapita
(Rp)****

Provinsi DKI ~ 208.012.
Jakarta 100465 22169

..o 7404081
Provinsi Bali 810 1.962

Provinsi 1023310
Sulawesi PSSR 479
000
Tengah
Provinsi 9.698.355.
Lampung 557 1.283
Provinsi 302.666.
Maluku 250 188
Provinsi 8.990.110.
Papua 000 3.066
Kota Jakarta 52.783.464.
Selatan 000 26556
Kabupate 22.400. 49
Gianyar 000**
Kabupaten  6.091.731.

Sigi 045 32.937
Kabupaten 350.000. 652
Tanggamus 000
Kabupaten

Seram Bagian 71.000.000 386

Barat

Kota 3.621.907.

Jayapura 457 13.350
Keterangan :

* Tidak ada lagi penganggaran khusus program vaksinasi COVID-19

Realisasi

51.000.
000Q***

764.693.
275

780.470.
000

9.698.355.
557

106.868.
000

6.434.356.
398

52.783.464.

000

11.700.000

5.476.136.
925

350.000.
000

71.000.000

3.621.907.

0,02%***

10,33%

76.27%

100%

353%

71,6%

69,30%

52,23%

89,89%

100%

100%

100%

Anggaran
Anggaran | per Kapita
(Rp)****

Realisasi

Dinas Kesehatan Provinsi

653.(;)030. 70
2w
1.69895.299. 796
282;‘8026. 37
2.53(9).331. 1580
1.6%%(2)48. 578

3.000.
000***

38.474.
400

1.455.389.
225

280.826.
640

807.333.
500

1.693.430.
415

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

o0 1
o
2.82(;-;05- 15.358
5-02‘;-338- 9.455
283-57734- 1.576
-

24.900.
000

5.250.000

1.839.214.
142

4.521.671.
470

279.654.
114

155.355.
400

0,5%***

100,4%

85,6%

100%

31,6%

99,8%

100%

89,74%

99,95%

89,11%

96,5%

99%

Anggaran
Anggaran | per Kapita
(Rp)****

87.680. 9
000
1.
1.
1.
1.
1.
B0 g
1.
1.
1.
1.
1.

membutuhkan lebih banyak komitmen anggaran
dari Pemerintah Daerah maupun Pusat.

Sedangkan Kabupaten Sigi memiliki anggaran
per kapita tertinggi pada tahun 2021 dan 2022
sebesar Rp32.937 dan Rp15.358, hal ini dikarenakan

Jumlah
REEETET]
Vaksin

9.382.849

3.774.174

2.135.907

7.558.816

1.613.247

2.932.640

1.987.617

452.830

184.952

536.701

183.820

271.306

** Anggaran tidak secara khusus ada untuk program vaksinasi COVID-19, diambilkan dari program vaksin reguler/ gabung dengan penanganan COVID-19
*** Realisasi yang didapat hanya komponen yang dipegang Dinkes, sedangkan sisanya tidak ada data besaran realisasi (adanya di suku dinas kesehatan)
***% Anggaran per kapita dihitung secara sederhana dari total anggaran dibagi jumlah sasaran vaksin

Capaian
Vaksin
Dosis
Primer
(2023)

116.7%

97.5%

63.9%

66.9%

45.0%

23.5%

140,9%

90,4%

371%

60,2%

24,5%

57.3%
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anggaran tersebut sebagian besar digunakan untuk
kegiatan operasional pelayanan di puskesmas

dan kegiatan pengadaan alat kesehatan seperti
vaccine carrier dan vaccine refrigerator. Pengadaan
ini diperlukan karena kabupaten Sigi merupakan
wilayah DTPK dan pada awal pandemi infrastruktur
untuk penyimpanan vaksinasi masih terbatas.
Selanjutnya Kabupaten Gianyar baik tahun 2021
maupun 2022 memiliki anggaran terendah sebesar
Rp22,4 juta dan Rp5,8 Juta dengan besaran
anggaran per kapita sebesar Rp 49 dan Rp13
karena tidak memiliki anggaran khusus program
vaksinasi COVID-19, sehingga anggaran diambil dari
program vaksin reguler/ gabung dengan anggaran
penanganan COVID-19. Di sisi lain, Kota Jakarta
Selatan memiliki anggaran per kapita terendah
tahun 2022 (Rp13) karena anggaran program
vaksinasi hanya dialokasikan untuk kegiatan
sosialisasi, koordinasi, pemantauan, dan bimbingan
teknis. Hal ini berkorelasi dengan capaian vaksin

di Jakarta selatan yang sudah mencapai lebih dari
100% di awal tahun.

Selanjutnya untuk realisasi anggaran di tingkat
kabupaten/kota di tahun 2021, Kabupaten
Tanggamus, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan
Kota Jayapura telah merealisasikan 100% anggaran,
sedangkan Kabupaten Gianyar memiliki serapan
anggaran terkecil (52,23%). Hal ini menunjukkan
bahwa di tahun 2021 beberapa kabupaten/kota
masih memiliki hambatan untuk memaksimalkan
anggaran yang ada karena kendala birokrasi,
administrasi, sumber data, distribusi, penerimaan
masyarakat, dan lainnya. Kendati demikian, pada
tahun 2022 semua kabupaten/kota telah mampu
meningkatkan realisasinya karena mungkin
penurunan anggaran yang juga signifikan.

Dinas kesehatan di beberapa daerah juga
menyebutkan bahwa sudah tidak ada anggaran
untuk vaksinasi COVID-19 pada tahun 2023.
Penyebab yang disampaikan oleh dinas kesehatan
terkait sudah tidak adanya anggaran khusus
diantaranya dikarenakan sudah tidak ada instruksi
untuk dapat melakukan refocusing DAU dan

juga kasus COVID-19 yang sudah menurun serta

antusiasme masyarakat untuk vaksin juga sudah
berkurang.

‘Jadi 2023 tidak ada lagi kebijakan refocusing
DAU tapi dia temen-temen bidang P2P itu
dalam melaksanakan vaksinasi COVID-19
lanjutan ini untuk Booster itu kemungkinan
sudah menganggarkan juga include dengan
program vaksin yang lain.” (Perwakilan Dinas
Kesehatan Provinsi)

“Untuk di 2023 karena kasus sudah mereda,
vaksin juga sudah mulai mereda kami anggarkan
kami rencanakan untuk monitoring pelaksanaan
vaksinasi saja rencananya. Tapi, karena ada

apa namanya masalah di keuangan kami jadi
kemarin itu kena rasionalisasi.” (Perwakilan Dinas
Kesehatan Kabupaten/ Kota)

‘anggaran vaksinasi itu kan yang dibiayai yang
dianggarkan itu kan transpor tim vaksinasi.
Tapi, 2023 ini tim vaksinasi itu kan sudah tidak
dapat jalan lagi. Makanya memang sudah tidak
dianggarkan.” (Perwakilan Dinas Kesehatan
Provinsi)

“ini memang sudah tidak ada lagi (untuk tahun
2023), tapi untuk pelaksanaannya tetap. Jika
ada ini vaksinasi Puskesmas tetap siap untuk
melaksanakan kegiatan vaksin. Untuk pemberian
jasa maupun makan minum dan lain sebagainya
Itu penganggarannya sudah tidak ada karena
tidak ada anggarannya lagi.” (Perwakilan Dinas
Kesehatan Kabupaten/ Kota)

Namun, masih ada daerah yang tetap
menganggarkan khusus untuk program vaksinasi
COVID-19 dengan pertimbangan bahwa kasus
COVID-19 masih ada sehingga proses vaksinasi
harus terus berjalan dan menyediakan anggaran
khusus.

"karena dari perintah pengendalian dan
pencegahan COVID nya belum hilang, makanya
tetap dimasukkan terkait pencegahan dan
pengendalian terkait pemantauan KIP! (Kejadian
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lkutan Pasca Imunisasi).” (Perwakilan Dinas
Kesehatan Provinsi)

“Tahun 2023 untuk transport saja jadi transport lokal
saja jadi untuk transport. makan petugas vaksin
tidak ada, transport aja tuh. Transport lokal kita

kan ada yang Rp150.000 ada yang Rp200.000 ini.”
(Perwakilan Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota)

Sama dengan proses perencanaan penganggaran,
trend anggaran yang disediakan pemerintah daerah
untuk program vaksinasi juga dipengaruhi oleh
kapasitas, kemampuan, dan komitmen daerah
masing-masing dalam memaksimalkan cakupan
vaksinasi COVID-19. Terdapat pemerintah daerah
yang masih berkomitmen untuk meningkatkan
cakupan vaksinasi COVID-19 di daerahnya, tetapi
sebagian besar daerah sudah terlihat menurun
dalam upaya meningkatkan cakupan vaksinasi
COVID-19 di wilayahnya. Sudah dicabutnya status
PPKM dan Pandemi COVID-19 oleh Presiden yang
berlanjut dengan penghapusan regulasi vaksinasi
COVID-19 yang tidak lagi menjadi syarat perjalanan
menjadi penyebab semakin menurunnya animo
masyarakat untuk mendapat vaksinasi COVID-19.
Namun, vaksinasi COVID-19 merupakan komponen
penting dalam mencapai herd immunity, juga
menurunkan risiko kesakitan dan kematian untuk
populasi, terutama kelompok rentan. Sehingga
sudah seharusnya pemerintah pusat, pemerintah
daerah, hingga level rumah sakit dan puskesmas
tetap mempertahankan komitmen yang sama untuk
melakukan vaksinasi COVID-19.

Terkait dengan kemampuan daerah dalam
menyediakan anggaran khusus untuk program
vaksinasi COVID-19 yang semakin menurun dari
tahun ke tahun ini, dapat disiasati salah satunya
dengan upaya meningkatkan kemitraan dengan
pihak swasta maupun lembaga donor. Pihak
swasta memiliki anggaran yang dapat membantu
pemerintah daerah untuk d